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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Pertimbangan Hakim Pada Pencrapan Sita Jaminan
Dalam Perkara Gugatan Sederbana Berdasarkan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 4 Tahun 2019 (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jayapura
Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP) dilatarbelakangi oleh diterapkannys Sita
jaminan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tabun 2019 Tentang
Tata Cara Penyelesainn Gugatan Sederhana. Permasalabhan yang dibahas
adalah : 1. Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri
Jayapura Nomor 49/PdLG.S/2020/PN.JAP mengenai penerapan sita jaminan
berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 2. Apakah penerapan sita
jaminan pada  Putusan Pengadilun  Negeri Jayapura  Nomor
49/Pdt.G.S/2020/PNJAP sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang
beriaku. Jenis penclitian ini adalah Normatif yang menggunakan
Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Peadekatan Konseptal
(Conseptual Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil
Penclitian menyimpulan bahwa : 1. Pertimbangan Hakim menerima
permohonan sita jaminan penggugat didasari oleh bukti-bukti konkrit
bahwa para tergugat melakukan wanprestasi, dan sangka yang beralasan
dari penggugat untuk meletakan sita jaminan pada harta para tergugat
sehingga permohonan sita jaminan dari pesggugat dikabulkan. 2. Penerapan
sita jaminan pada Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor
49/PAL.G.S/2020/PNJAP telnh sesuni dengan aturan-aturan yang berlaku
ysitu Pasal 227 HIR dan Pssal 261 Rbg yang membahas tentang Conservatoir
Beslaag, dan sesuzi dengan Pasal 174 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang
Tata Cara Penyclesaizn Gugatan Sederhana yang membabas tentang
pencrapan sita jaminan pada perkara gugatan sederhanz.

Kata Kunci : Sita jaminan, Gegatan Sederhuna, Wanprestasi
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Dunia perbankan mempunyai peran penting dalam perekonomian Negara kita
saat ini. Perbankan memiliki peran strategis karena fungsi utama bank menurut
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 merupakan
wadah yang dapat menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat
secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pembangunan, pertumbuhan
ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup. Dalam
perkembangan dewasa ini istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata
finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam
seperti pinjaman, memberi pinjaman mengedarkan mata uang, mengadakan
pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk
benda-benda berharga dan membiayai usaha-usaha perusahaan.

Berkaitan dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat, maka perlu
dilaksanakan program-program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Salah satu program tersebut adalah pemberian kredit kepada masyarakat sehingga
dapat memperkuat permodalan yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup
masyarakat pada umumnya. Berdasarkan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1992 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan



disebutkan bahwa fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun
dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan menjunjung pelaksanaan. :

Kredit yang diberikan oleh bank tentu saja mengandung resiko, sehingga
dalam pelaksanaanya jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas
kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajiban sesuai dengan
yang diperjanjikan merupakan factor penting yang harus diperhatikan oleh bank.
Terdapat dua jenis hak jaminan kredit dalam praktik di masyarakat, yaitu:

a. Jaminan perorangan (personal guarntly), adalah perjanjian antara seorang
berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dioenuhinya
kewajiban-kewajiban si berutang (debitur).

b. Jaminan kebendaan (persoonlijke en zakelijke zekerheid), yaitu segala
kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik
yang sudah ada maupun yang baru aka nada dikemudian hari, menjadi

tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.2

Untuk mencegah terjadinya kerugian karena tidak dilunasinya sebagian atau
keseluruhan kredit yang telah disalurkan, bank perlu memperhatikan khusus
terhadap masalah tersebut. Pemberian kredit oleh bank pada dasarnya harus

dilandasi keyakinan pihak Bank atas kemampuan nasabah untuk melunasi

! Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perbankan

? Leni Oktafiani Dan Irdanuraprida Idris, “Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan
Hak Tanggungan Pada Debitur PT.Bank DKI Jakarta Pusat”, Lex Jurnalica, Fakultas Hukum
Universitas Esa Unggul. Jakarta, Vol 12 No 2, Agustus 2015, hlm. 80



hutangnya, serta dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak merugikan

kepentingan bank dan nasabah.’

Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa calon nasabah
benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dulu mengadakan analisis kredit.
Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek
usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini

adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.”

Bank dan nasabah memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar
segala sesuatu yang dikerjakan berjalan dengan tertib dan baik sehingga
menimbulan suatu hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut akan
menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Namun pemenuhan hak
dan kewajiban antara kedua belah pihak ini seringkali terabaikan sehingga
menimbulkan perbedaan interpretasi atau silang pendapat yang dapat menuju pada

suatu sengketa. >

Manusia sebagai makhluk sosial saling berinteraksi baik secara pribadi atau
dengan badan hukum untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya. Adanya
interaksi antar pihak menciptakan hubunganhubungan hukum yang spesifik.
Interakasi dalam kehidupan bermasyarakat menghasilkan dua sisi yang berbeda

yaitu kerjasama dan konflik. Kerjasama akan memudahkan masyarakat untuk

* Thomas Suyatno, Dasar-Dasar Perkreditan, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004,
hlm. 104.

4 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
1998, him. 77.

> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
2010, hlm. 617.



saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, sedangkan konflik biasanya akan
memicu ketegangan. Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme
pengendalian sosial agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Hubungan
hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus saling
dipenuhi. Namun pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak
seringkali terabaikan sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi atau silang

pendapat yang dapat menuju pada sengketa.6

Akhir-akhir ini sengketa atau perselisihan antara bank dengan nasabahnya
sering terjadi dalam hal pemberian kredit, sehingga menimbulkan kemacetan
dalam pembayarannya. Akibat banyaknya kredit macet akan sangat berat bagi
pihak-pihak yang terkait, yaitu bank itu sendiri dan karyawannya, nasabah,
masyarakat dan perekonomian. Bank yang merasa dirugikan jelas meminta
kepada nasabahnya untuk segera membayar kredit tersebut dalam tempo yang
ditentukan oleh pihak bank. Apabila Nasabah tidak membayar kredit atas
pinjaman dananya maka pihak bank akan mengajukan gugatan baik secara perdata

maupun pidana ke Pengadilan Negeri.

Salah satu contoh kasus kredit macet yakni dalam Putusan Nomor
49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP Gugatan yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia
(PERSERO) Tbk Kantor Unit Abepura yang diwakili oleh Cynthia E Uktoiseja,
Sagita Aditiawan dan Sumardi terhadap Billy Frans Kreeuw selaku Tergugat I dan
Mira Irawati Sembra selaku Tergugat II. Dalam perkara ini hubungan hukum

antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II didasari Surat Pengakuan

® Ibid.



Hutang Nomor: PK1805B7RG/3415/06/2018 tanggal 21 Juni 2018. Dalam
perjanjian ini Tergugat melakukan pinjaman kredit yakni Kredit Umum Pedesaan
(Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dalam
perjanjian tersebut pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar oleh Tergugat
setiap bulan dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh Bulan) sejak disetujuinya Surat
Pengakuan Hutang sebesar Rp. 2866.700,- (Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh
Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) disetor setiap bulan. Dalam perjanjian tersebut
jika pinjaman tidak dibayar setiap bulannya oleh tergugat kepada penggugat pada
waktu yang telah ditetapkan sesuai aturan Bank Indonesia mengakibatkan kredit
tersebut Macet Penggugat berhak menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan

maupun dimuka umum, untuk melunasi kewajiban sampai lunas.

Bahwasanya dalam penerapan pinjaman kredit, Tergugat tidak melakukan
pembayaran atas pinjamannya sehingga terjadinya kredit macet. Akibat dari kredit
macet tersebut Penggugat harus menanggung kerugian karena, Penggugat harus
tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana
pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu kredit
macet yang dilakukan oleh Tergugat juga berpengaruh pada pembukuan aktiva

produktif.

Untuk menanggulangi kredit macet yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat
melakukan penagihan secara rutin baik dengan dating langsung ke tempat
domisilu Tergugat sebgakaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun
dengan memberi surat penagihan/peringatan kepada Tergugat. Akibat dari kredit

macet Tergugat, Penggugat harus membuku biaya cadngan aktiva produktif,



sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok
tersebut yakni Rp. 114,597,102,- (Seratus Empat Belas Juta Lima Ratus Sembilan
Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Rupiah). Penagihan yang dilakukan oleh Pengguga
tidak membuahkan hasil oleh sebab itu Penggugat mengajukan Gugatan
Sederhana ke Pengadilan Negeri Jayapura untuk mendapatkan haknya dari

Tergugat.

Pada Proses persidangan Tergugat tidak membantah perihal adanya perjanjian
kredit diantara kedua belah pihak dan Tergugat mengakui adanya kredit macet
sebesar Rp. 114,597,102,- (Seratus Empat Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh
Tujuh Ribu Seratus Dua Rupiah). Karena tidak ada bantahan dari Tergugat maka
berdasarkan Pasal 1925 BW yang menyatakan ‘“Pengakuan yang diberikan
dihadapan Hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang
memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi

kuasa khusus untuk itu”.

Kredit macet yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi unsur
wanprestasi yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa
yang dijanjikan. Oleh sebab itu Penggugat berhak menuntut penggantian kerugian,
bunga, dan biaya. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1243 BW, apabila salah
satu pihak tidak memenuhi sesuatu perikatan maka terhadap hal itu dapat dituntut

penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Hukum Acara Perdata di Indonesia yang masih berpegang pada HIR maupun

RBg sebagai hukum positif yang menjadi aturan main penyelesaian sengketa



perdata dipengadilan tidak mengenal penyelesaian sengketa secara cepat maupun
singkat sebagaimana yang diberlakukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan
tata usaha negara, dengan kata lain, HIR maupun RBg hanya membedakan
perkara menjadi gugatan dan permohonan yang ketika diselesaikan melalui
pengadilan, untuk sengketa jenis apapun para pihaknya terikat untuk mengikuti
prosedur beracara yang sudah ditetapkan. Pemeriksaan dengan Acara Singkat
sebenarnya pernah dikenal dalam Reglement op de Rechtsvordering (RV) namun
tidak diberlakukan setelah Indonesia merdeka. Dengan Yurisprudensi MA Nomor
813 K/SIP/1976 melalui Putusan MA tanggal 17 Februari 1976 dipertegas bahwa

hukum acara perdata di Indonesia tidak mengenal pemeriksaan kilat/singkat.

Penyelesaian gugatan sederhana merupakan proses penyelesaian perkara yang
masuk dalam kategori hukum acara perdata. Hal ini ditegaskan dalam poin b
konsideran Peraturan Mahmakah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penyelesaian Gugatan Sederhana (Selanjutnya disingkat sebagai PERMA No. 2
Tahun 2015), yang menjelaskan bahwa : "bahwa perkembangan hukum di bidang
ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur
penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, terutama di
dalam hukum yang bersifat sederhana”. Sehingga penyelesaian perkara gugatan
sederhana menggunakan asas-asas hukum acara perdata. Hukum acara perdata di
Indonesia memiliki asas-asas yang merupakan landasan bagi para pihak yang

berkepentingan untuk beracara dan merupakan dasar dari terbentuknya Undang-



Undang dan peraturan-peraturan khusus yang mengatur jalannya proses

. 7
persidangan.

Pasal 2 Ayat (4) dan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan adanya asas penting dalam Hukum
Acara Perdata yaitu asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Maksud dari
pada asas sederhana, yaitu Hakim dalam pelaksanaannya mengadili para pihak
yang sedang berperkara menggunakan bahasa yang sederhana yang mudah
dipahami dan dimengerti, dan berusaha semaksimal mungkin agar perkaranya
diupayakan perdamaian.® Asas cepat berkaitan dengan waktu penyelesaian suatu
perkara. Ini juga berkaitan dengan upaya hukum (banding, kasasi dan Peninjauan
Kembali) yang ditempuh para pihak.” Kemudian, asas biaya ringan adalah bahwa
biaya berperkara yang harus dibayarkan harus dapat dijangkau oleh kemampuan
membayar masyarakat (kemampuan ekonomi) dan bagi masyarakat yang tidak
mampu dapat mengajukan perkara secara prodeo (dibiayai oleh negara).10 Jadi,
yang dimaksud dengan Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah
Hakim dalam mengadili suatu perkara harus semaksimal mungkin untuk

menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama dan murah.

7 Willy Ignatius Montolalu dkk, “Proses Penyelesaian Perkara Hutang Piutang Melalui
Gugatan Sederhana”, Lex Privatium, Fakultas Hukum UNSRAT, Manado, Vol IX Nomor2, Maret
2021, hlm. 215-216

8 Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 23

 Muhammad Yasin, Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, diakses dari
https://hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang-sederhana--cepat--
dan-biaya-ringan/, 21 September 2022 pukul 15:35 WIB

' Ahmad Farih, Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Peradilan Agama di Indonesia,
diakses dari https//Hakimmuda.com/asas-sederhana-cepat-dan-biaya-ringan/, 21 September 2022
pukul 16:30 WIB




Namun dalam praktiknya, penyelesaian sengketa di Pengadilan justru
bertolak belakang dari asas yang dianut oleh Hukum Acara Perdata itu sendiri.
Karena penyelesaian perkara di Pengadilan memerlukan waktu yang lama dengan
proses yang berbelit-belit dan pengeluaran dari pencari keadilan yang terus
membengkak akibat menyewa kuasa hukum maupun dalam masa penyelesaian
perkara yang ada.

Oleh karena permasalahan inilah, Mahkamah Agung menetepkan suatu
PERMA No. 4 Tahun 2019 perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2015.
Perubahan beberapa ketentuan yang terdapat pada PERMA No. 4 Tahun 2019
antara lain : kenaikan nilai materil gugatan maksimal menjadi Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah), perluasan pengajuan gugatan ketika penggugat berada
diluar wilayah hukum domisili tergugat, dapat menggunakan administrasi perkara
secara elektronik, mengenal putusan verstek (putusan tanpa dihadiri tergugat),
mengenal verzet (perlawanan atas putusan verstek), mengenal sita jaminan yang
sebelumnya tidak diterapkan, dan adanya eksekusi.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana
telah dirubah melaui PERMA Nomor 4 Tahun 2019 merupakan langkah besar
Mahkamah Agung yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para
pencari keadilan khususnya masyarakat kecil yang ingin mendapatkan keadilan
namun terkendala dengan proses penyelesaian perkara yang lama dan biaya yang
mahal. Apalagi beredar di masyarakat tentang istilah “memperjuangkan kambing
tetapi kehilangan kerbau”. Selain itu peraturan tentang gugatan sederhana

diharapkan dapat mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung yang dari
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tahun ke tahun semakin menumpuk. Namun ada satu hal yang tak kalah penting
dari tujuan dikeluarkanya peraturan tentang gugatan sederhana yaitu untuk
menwujudkan penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan
sehingga visi dan misi dari Mahkamah Agung bisa terwujud.]1

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas
di peradilan umum. Hal ini sesuai dengan amanat. Hal ini sesuai dengan amanat
dari Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman “Bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha
mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang
sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Asas sederhana bermakna pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan
dengan cara efisien dan efektif dengan cara atau prosedur yang jelas, mudah
dimengerti, dipahami dan tidak rumit atau tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan
sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara
di pengadilan semakin baik. Banyaknya formalitas dan tahapan-tahapan yang
harus ditempuh yang sulit untuk dipahami akan menimbulkan berbagai penafsiran
atau pendapat yang tidak seragam, sehingga tidak akan menjamin keragaman atau
kepastian hukum yang ada pada gilirannya akan menyebabkan keengganan atau
ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.12

Keserdehanaan beracara dan kesederhanaan peraturan-peraturan hukum acara

akan mempermudah, sehingga akan mempercepat jalannya peradilan.

"' Risdianto, Kajian Pelaksanaan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Skripsi,
Unversitas Pancasakti, Tegal, 2020, hlm. 34

12 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1998,
hlm. 154.
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Kesederhanaan berarti kesederhanaan prosedur peradilan yang tidak berbelitbelit
atau formalitas-formalitas. Kesederhanaan rumusan berarti rumusan peraturan
yang menggunakan bahasa hukum yang sederhana dan mudah dipahami tanpa
meninggalkan bahasa hukum yang tepat.

Asas peradilan cepat adalah menyangkut jalannya peradilan dengan ukuran
waktu atau masa acara persidangan berlangsung. Hal ini berkaitan dengan
masalah kesederhanaan prosedur atau proses persidangan diatas. Apabila
prosedurnya terlalu rumit akan berakibat memakan waktu yang lebih lama.
Penyelesaian perkara yang memakan waktu terlalu lama berpotensi akan
menimbulkan masalah-masalah baru, misalnya berubahnya kondisi atau keadaan
objek sengketa yang tentunya akan membawa pengaruh pada saat eksekusi
dilakukan nantinya.13

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1992
Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
tanggal 21 Oktober 1992, ditetapkan oleh Mahkamah Agung, tenggang waktu
penyelesaian paling lambat 6 (enam) bulan dengan ketentuan apabila tenggang
waktu tersebut terlampaui harus melaporkan keterlambatan kepada Pengadilan
Tinggi dan Mahkamah Agung. Namun proses peradilan yang cepat tidak
senantiasa mengurangi ketepatan dalam pemeriksaan dan penilaian terhadap
hukum dan keadilan.

Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang serendah mungkin, sehingga

dapat dipikul oleh masyarakat. Meskipun demikian, dalam pemeriksaan dan

13 Risdianto, Op.Cit., hlm. 36
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penyelesaiaan perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran
dan keadilan. Biaya perkara yang tinggi akan membuat orang enggan untuk
berperkara di pengadilan, mengenai biaya ringan dalam berperkara merupakan hal
yang diidam-idamkan oleh para pencari keadilan. Hal tersebut rasional, jika
dilihat seseorang ingin menuntut haknya namun masih dibebani biaya yang tinggi,
meskipun di sisi lain soal menuntut atau tidak terserah kepada pihak yang
bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan asas bahwa berperkara harus dikenai
biaya, akan tetapi jika disesuaikan dengan asas biaya ringan, maka seyogyanya
Pengadilan juga tidak menetapkan biaya perkara yang sangat tinggi. Karena biaya
perkara yang tinggi akan menyebabkan kebanyakan pihak yang berkepentingan
enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan. 14

Gugatan sederhana adalah sebuah perkara peradilan yang memiliki kerugian
materiil maksimal Rp.500,000,000,00- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan hukum
acaranya yang disederhanakan, yaitu mulai dari para pihak dalam gugatan
sederhana yang terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak
boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Terhadap
tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan
sederhana. Penggugat dan tergugat berdomisili pada satu wilayah hukum
pengadilan yang sama. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung
setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Hukum acara
perdata pun dibuat singkat dengan meniadakan tuntutan provisi, eksepsi,

rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan. Proses pembuktian

“ Ibid., hlm. 36-37
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dilakukan bersamaan dengan acara pembacaan gugatan. Singkatnya hukum acara
ini yang hanya memakan waktu 25 hari tanpa dilaksanakannya Mediasi sehingga
hakim dalam setiap persidangan harus mengupayakan perdamaian sesuai dengan
Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Karena inilah diharapkan dapat membantu
Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara-perkara yang ada dan akan
ada.”
PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tidak mengenal adanya sita jaminan. Sita
jaminan merupakan penyitaan terhadap barang-barang tergugat yang sedang
persengketaan mengenai status kepemilikan dari barang tersebut atau menjadi
obyek dari suatu sengketa atas utang piutang ataupun tuntutan mengenai ganti
rugi. Di dalam pasal 17A PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dicantumkan mengenai
ketentuan dari sita jaminan terhadap barang milik tergugat ataupun penggugat
yang penguasaan barangnya ada apada atau berada di tangan dari tergugat. 16
PERMA Nomor 4 Tahun 2019 telah mensyaratkan bahwa para pihak yaitu
dalam hal ini penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu seperti yang
tertera, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama antara keduanya. Para
pihak dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung di persidangan
ataupun tidak boleh diwakilkan oleh siapa pun pada tahap pertama yaitu untuk
kebutuhan atau kepentingan keduanya agar suatu perkara bisa diselesaikan dengan

ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, yang telah ditetapkan oleh PERMA

Nomor 4 Tahun 2019 ini tidak dapat diterapkan secara langsung ketika tergugat

> Syapri Chan, “Penyelesain Sengketa Kredit Macet Perbankan Melalui Gugatan
Sederhana”, Jurnal Normatif Investasi, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar, Medan, Vol 8,
Nomor 2, April 2017, hlm. 11-12

'® Pasal 17A PERMA Nmor. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan
Sederhana
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tidak diketahui keberadaannya ataupun tidak jelas domisilianya. Selain itu juga,
ada dua jenis perkara yang tidak dapat diselesaikan begitu saja melalui gugatan
sederhana ini yakni perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui
pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah, perkara-perkara ini tidak
bisa diselesaikan melalui gugatan sederhana.'’

Penerapan sita jaminan yang ditetapkan pada PERMA Nomor 4 Tahun 2019
ini berguna untuk memberikan jaminan bagi Penggugat jika Tergugat tidak
melunasi seluruh sisa dari utangnya, maka pihak Pengadilan dapat memberikan
izin kepada pihak Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap barang milik
Tergugat melalui perantara Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Akan
tetapi yang menjadi persoalannya, bagaimana pihak Pengadilan menerapkan Sita
Jaminan yang sebelumnya tidak diterapkan pada PERMA Nomor 2 Tahun 2015,
apakah penerapan Sita Jaminan dalam Gugatan Sederhana tersebut sesuai dengan
Peraturan-peraturan yang berlaku mengenai sita jaminan, dan bagaimana
pertimbangan hukum Hakim dalam menerapkan sita jaminan dalam perkara
gugatan sederhana.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya secara
ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul : Pertimbangan Hukum Hakim
Dalam Penerapan Sita Jaminan Pada Perkara Gugatan Sederhana

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 (Analisis

Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP)

"7 Syamsir Hasibuan dan Afip Fitriansyah, “Efektifitas Atas Gugatan Sederhana Bagi
Perkara Perdata Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Gugatan Sederhana”, Jurnal PETITA, Fakultas Hukum Universitas Kepulauan
Riau, Riau,Vol 1 No. 1 Juni 2019, him. 139-140
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan
yang dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah:
1. Bagaimana Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan
Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP mengenai penerapan
sita jaminan berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019?
2. Apakah penerapan sita jaminan dalam putusan Pengadilan Negeri
Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP sudah sesuai berdasarkan

PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dan ketentuan hukum yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas tujuan penelitian dalam penulisan

skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam
Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP
mengenai penerapan sita jaminan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sita jaminan dalam
Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP
sesuai berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dan ketentuan hukum

yang berlaku

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:
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a. Manfaat Teoritis
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berkontribusi
dalam pengembangan Ilmu Hukum Keperdataan dan pengetahuan lebih
mendalam tentang penerapan sita jaminan pada perkara gugatan sederhana
b. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan rujukan bagi praktisi
hukum, yaitu :
a. Terhadap Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi yang
bermanfaat dan juga menambah ilmu bagi masyarakat mengenai
penerapan sita jaminan dalam gugatan sederhana.
b. Terhadap Hakim
Penelitian ini diharapkan dapat membantu Hakim dalam upaya melakukan
pengenalan kepada masyarakat mengenai tata cara penerapan sita jaminan
dalam gugatan sederhana.
c. Terhadap Peneliti
Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu yang bermanfaat
agar dapat menambah wawasan mengenai penerapan sita jaminan dalam

perkara gugatan sederhana.

E. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini hanya membahas mengenai

Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura
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Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP mengenai penerapan sita jaminan
berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dan penerapan sita jaminan dalam
putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP sudah
sesuai atau tidak berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dan ketentuan

hukum yang berlaku.

F. Kerangka Teori
1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk
mewujudkan nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (ex
aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga
manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini
harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan Hakim tidak
teliti, baik, dan cermat, maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan
Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agun g.18

Dalam pemeriksaan perkara Hakim harus memperhatikan terkait pembuktian,

karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan
pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat
penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk
memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-

benar terjadi, guna mendapatkan putusan Hakim yang benar dan adil. Hakim tidak

8 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V,
Yogyakarta;Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 140
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akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa /

fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga

nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.19

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah

ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang

lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-

Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh

Hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan

oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara,

yaitu sebagai berikut 20

a.

Pendekatan Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang
ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang
tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

Pendekatan Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dan
mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara
yang disengketakan atau diperkarakan kemudian mencari peraturan
Perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang
disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta

pertimbangan Hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk

" Ibid., hlm. 141
20 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 102
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menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang
berperkara.

c. Pendekatan kebijaksanaan
Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat,
keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing,
mendidik, membina, dan melingdungi tergugat, agar kelak dapat menjadi
menjadi manusia yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat dan

bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara, Hakim harus memutus perkara tersebut
dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Menurut Van Apeldoorn, Hakim itu haruslah 21

a. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-

kejadian konkrit dalam masyarakat.

b. Menambah Undang-Undang apabila diperlukan dalam memutus suatu

perkara.

Penulis menggunakan teori pertimbangan Hakim ini sebagai suatu sarana
untuk membahas dan menganalisis penerapan sita jaminan dalam perkara gugatan
sederhana  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Jayapura  Nomor
49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP, dalam hal ini pertimbangan hukum Hakim sangatlah

penting untuk dapat mewujudkan nilai-nilai dari putusan Hakim yang didalamnya

2 E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, Penghantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta :
Sinar Harapan, 1980, hlm. 204
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terkandung keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian hukum yang merupakan

hasil dari kecermatan dan ketelitian dalam pertimbangan Hakim.

2. Teori Sita Jaminan

Sita jaminan (Conservatoir beslag) adalah suatu usaha atau upaya paksa yang
merupakan wujud formil dari penerapan Pasal 1131 KUHPerdata yang berbunyi
“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah
ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan
perorangan debitur itu.”

Definisi sita jaminan dari Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa sita
jaminan merupakan tindakan dari pihak penggugat sebagai persiapan dalam
bentuk suatu permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dapan menjamin
dapat dilaksanakannya suatu putusan perkara perdata dengan menguangkan atau
melakukan penjualan barang milik debitur yang telah disita guna untuk memenuhi

tuntutan dari penggu gat.22

Subekti menyatakan bahwa sehubungan dengan masalah penjagaan barang
sitaan, tidak ada perbedaan antara barang yang tidak bergerak dengan barang yang
bergerak. Barang apapun jenisnya, barang yang disita harus tetap berada di tangan

pihak tersita (tergugat). Hal ini dikarenakan setiap tindakan yang melimpahkan

22 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., hlm. 93
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penyerahan penjagaan barang sitaan kepada penggugat adalah merupakan

tindakan eksekusi.” Pasal 227 HIR / 261 RB g menentukan bahwa

"Jika terdapat sangkaan yang beralasan bahwa tergugat akan menggelapkan
atau memindahtangankan barang miliknya dengan maksud akan menjauhkan
barang tersebut dari penggugat, maka atas permohonan penggugat, pengadilan
dapat memerintahkan agar diletakkan sita atas barang tersebut untuk

menjaga/menjamin hak dari si penggugat".

Objek-objek yang dapat dimohonkan untuk dilakukan sita jaminan adalah
sebagai berikut :

a. Perkara Utang Piutang
Pada perkara utang piutang yang tidak dijaminkan oleh sebuah agunan
tertentu. Sita jaminan dapat diletakkan atas seluruh atau semua harta
kekayaan yang dimiliki tergugat, yaitu meliputi barang bergerak dan
barang tidak bergerak;

b. Perkara Ganti Rugi
Objek sita jaminan pada perkara ganti rugi ini dapat diletakkan atas
seluruh harta kekayaan milik tergugat. Gugatan ganti rugi timbul
berdasarkan tindakan wanprestasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal
1234 sampai dengan Pasal 1247 KUHPerdata atau berdasarkan perbuatan
melawan hukum dalam bentuk suatu ganti rugi materiil dan imateriil

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

2 Sujayadi dan Yuniarti, “Pelaksanaan Sita Jaminan Dalam Hukum Acara Arbitrase”,
Yuridika: Vol. 25 No 1, Januari-April 2010, hlm. 76.
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c. Sengketa Hak Milik
Pada sengketa hak milik atas suatu benda tidak bergerak yang hanya
sebatas pada objek yang sedang diperkarakan atau disengketakan;

d. Barang yang Telah Diagunkan

Objek sita jaminan dapat diletakan pada suatu barang yang telah

diagunkan sebelumnya.”*

Penulis menggunakan teori sita jaminan ini sebagai suatu sarana untuk
membahas dan menganalisis sita jaminan dalam perkara gugatan sederhana
dalam putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP,
dalam hal ini penerapan dari sita jaminan yang dapat dianalisis dan dibahas dalam

perkara gugatan sederhana mulai dari objek dan syarat sah dari sita jaminan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara
mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.
Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan
data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan
suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk

. .. . 25
memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

24 ;.
Ibid., hlm. 339
2 Sugiyono, Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RoD, Bandung,
Alfabeta, 2009, hlm. 6
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1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang diaplikasikan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian
yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif
merupakan penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan
pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk meneliti dengan teknik
melaksanakan penelusuran terhadap peraturan dan literature-literatur yang
bertautan dengan permasalahan yang diteliti.*

2. Pendekatan Penelitian
Penelitian penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan :

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) adalah pendekatan yang
dilakukan dengan meneliti, mencermati, menelaah, berbagai aturan hukum
atau semua peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum
yang sedang diteliti”’, sehingga penulis dapat memecahkan permasalahan-
permasalahan yang sedang penulis teliti.

b. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) adalah pendekatan yang
digunakan dalam rangka untuk menyamakan persepsi atau pemahaman
terhadap suatu bahasa hukum yang memiliki banyak penafsiran, sehingga
penulis dapat memberikan suatu konsep penyelesaian pada permasalahan yang
sedang diteliti oleh penulis.

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) adalah pendekatan yang dilakukan

dengan mengkaji kasus-kasus yang terjadi lalu dihubungkan dengan Peraturan

*® Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan
Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm.13

2" Aminuddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta; PT. Raja
Grafindo Persada, 2018, hlm. 164
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Perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum yang terdiri atas peraturan

Perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih

penelitian berupa studi kasus) Penelusuran bahan hukum pada penelitian ini

menggunakan teknik studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan “Studi
yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan
dengan peraturan Perundang-undangan maupun dokumen yang sudah ada”.

Bahan hukum yang sudah terkumpul dengan menggunakan studi kepustakaan

kemudian dilakukan pengklasifikasian ke dalam bahan hukum primer,

sekunder dan tersier.

Bahan hukum tersebut kemudian dilakukan identifikasi serta inventarisasi
yang dilakukan secara kritis analisis. Analisis bahan hukum pada penelitian
ini,berdasarkan sifat analisis prespektif untuk memberikan argumentasi atas hasil
penelitian yang dilakukannya. Argumentasi di sini dilakukan oleh peneliti untuk
memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang
seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil
penelitian. Kemudian dihubungkan dan di analisis secara kualitatif yaitu analisis
data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran
(deskripsi) dengan kata kata atau temuan-temuan dan karenanya ia lebih
mengutamakan mutu/kualitas dari data dan bukan kuantitas.

3. Jenis dan Sumber bahan Hukum
Penelitian Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum yaitu bahan

sekunder. Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan hukum yang terbagi dalam
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tiga kategori yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Masing-masing

penjelasan dari bahan-bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer, merupakan data yang diperoleh dalam pengkajian

putusan terkait dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui teknik

mengangkat, meninjau dan membaca bahan hukum maupun dokumen

kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data sekunder yang

berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

i.

il.

1il.

1v.

Vi.

HIR (Het Herzine Indonesich Reglement);

RBg (Rechtreglement Buitten gewesten);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Sebagaimana Diubah Dengan
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
(Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004)

(Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Sebagaimana Diubah Dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34);
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158);

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Sebagaimana Diubah

Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang
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Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
vii. Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan data dan bahan hukum yang penulis gunakan dalam
penulisan skripsi ini yaitu studi kepustakaan atau studi dokumen yang
dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, dan mempelajari data dalam
bentuk peraturan Perundang-undangan, literature dalam bentuk buku, jurnal,
karya ilmiah, dan majalah.
S. Teknik Analisis Bahan Hukum
Bahan hukum yang sudah didapat dan terkumpul dilakukan analisis secara
deskriptif kualitatif, dimana bahan hukum yang telah didapatkan dari hasil
penelitian ini diuraikan dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh
dari studi kepustakaan serta meringkas berbagai kondisi dan situasi yang
terjadi dalam berbagai data tersebut™
6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Metode penarikan kesimpulan yang penulis gunakan dalam skripsi ini yaitu
metode deduktif yang merupakan penarikan kesimpulan yang menggunakan
kerangka berfikir sesuai realita dari hal-hal umum menuju dan diakhiri dengan

suatu kesimpulan yang bersifat khusus 9

28 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit.,hlm..51
? Aminuddin dan Zainul Asikin,Op. Cit., him. 25
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Gugatan Sederhana
1. Sejarah Gugatan Sederhana

Sejarah gugatan sederhana berasal dari Small claim court yang didirikan oleh
Pengadilan Cleveland pada tahun 1913. Ketika gagasan itu muncul pertama kali
sebagai pengadilan pertama yang mengakhiri eksploitasi orang miskin dengan
menawarkan keadilan yang mengutamakan keadilan di Cleveland. Small claim
court yang bersifat longgar diimplementasikan pada pengadilan koalisi Norwegia
yang didirikan pada tahun 1719 yang bertujuan untuk melindungi petani dari
pengacara yang diyakini memperbesar kesalahan dan meningkatkan permusuhan
antara para pihak dengan menggunakan biaya yang tinggi. Small claim court yang
pertama di Amerika Serikat dikembangkan pada awal abad kedua puluh karena
proses formal peradilan sipil yang begitu kompleks, rumit, dan mahal yang tidak
dapat digunakan oleh sebagian besar orang yang memiliki penghasilan atau
pengusaha kecil.*

Terdapat 5 (lima) komponen utama yang menjadi latar belakang pendirian dari
Small claim court, yaitu A1

a. Pengurangan biaya pengadilan

b. Penyederhanaan proses permohonan berperkara

% Risdianto, Op.Cit., hlm. 28
3! Ibid., him. 29

27
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c. Prosedur berperkara sebagian besar diserahkan kepada kebijaksanaan

hakim pengadilan dan aturan formal dari bukti yang telah diseleksi

d. Hakim dan panitera pengadilan diharapkan dapat membantu berperkara

baik dalam persiapan sebelum ke pengadilan dan di pengadilan sehingga
perwakilan oleh pengacara akan sebagian besar tidak diperlukan

e. Hakim diberi kekuasaan untuk memerintahkan pembayaran angsuran

secara langsung dalam putusannya

Small claim court lebih banyak digunakan untuk perkara perdata berskala
kecil yang dapat diselesaikan dengan cara sederhana, cepat dan biaya murah.
Small claim court juga dianggap sebagai jalan tengah yang menjembatani antara
mekanisme ADR (Alternative Dispute Resolution) yang simpel dan fleksibel
dengan sebuah lembaga yang memiliki otoritas sebagai pengadilan.

Small claim court yang kadang dibeberapa negara disebut juga dengan istilah
Small Claim Tribual atau Small Claim Procedure yang lebih banyak berkembang
di negara Common Law maupun negara-negara dengan sistem hukum Civil Law.
Tidak kurang dari dua puluh negara berikut yang telah melaksanakan
penyederhanaan prosedur pengadilan bagi klaim yang nilai perkaranya kecil,
seperti Australia, Austria, Kanada, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia,
Italia, Jepang, Korea, Meksiko, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Swedia,
Swiss, Inggris dan Amerika Serikat.*”

2. Pengertian Gugatan Sederhana

Sebelum mengetahui pengertian mengenai gugatan sederhana, ada baiknya

untuk mengetahui pengertian tentang apa itu gugatan. Gugatan menurut Sudikno

32 Ibid., him. 30



29

Mertokusumo yaitu tuntutan perdata (burgerlijk vedering) tentang hak yang
mengandung sengketa dengan pihak lain.” Gugatan menurut Zainal Asikin adalah
suatu tuntutan yang disampaikan kepada ketua pengadilan yang berwenang oleh
seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lainya
yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut menurut cara
tertentu yang kemudian melahirkan putusan terhadap putusan tersebut.’* Kedua
pendapat di atas dapat diketahui bahwa maksud dan arti dari gugatan adalah suatu
tuntutan yang dihasilkan dari dua orang yang berperkara (penggugat-tergugat)
kemudian dituangkan ke dalam sebuah surat gugatan, dan diajukan kepada ketua
pengadilan sesuai dengan perkara apa yang terjadi.

Pengertian gugatan sederhana berdasarkan pada Black’s Law Dictionary,
Gugatan sederhana adalah suatu pengadilan yang bersifat informal atau
pelaksanaannya diluar mekanisme pengadilan pada umumnya, dengan hukum
acara yang sederhana, pemeriksaan yang cepat untuk mengabil putusan atas suatu
tuntutan kerugian atau utang piutang yang nilai gugatannya relatif kecil.?

Gugatan sederhana dapat menyelesaikan suatu perkara gugatan dengan waktu
yang relatif cepat, biaya murah dan mengesampingkan proses hukum acara yang
kompleks dan juga formal. Gugatan sederhana merupakan suatu lembaga hukum
yang dimaksudkan wuntuk memberikan masyarakat suatu solusi untuk
menyelesaikan suatu perkara dengan cepat dan tidak membutuhkan biaya yang

mahal. Gugatan sederhana juga dapat diartikan sebagai suatu consiliasi bagi pihak

3 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm. 47

** Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 19

% Efa Laela Fakhriah, “Eksistensi Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya
Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan”, Jurnal PETITA, Bandung: Universitas
Padjajaran. hlm. 15
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masyarakat yang membutuhkan lembaga pengadilan untuk menyelesaikan suatu
sengketa atau perkara yang tidak memerlukan biaya tinggi dan dilakukan dengan
proses yang cepat.

Gugatan sederhana dalam literatur asing dikenal luas dengan istilah “small
claims”. Istilah tersebut menandakan pembedaan perkara berdasarkan nilai
gugatannya yang dipandang kecil. Sedangkan kelembagaan atau mekanisme
penyelesaian gugatan sederhana dikenal dengan berbagai istilah. Seperti di
beberapa negara bagian Amerika Serikat menggunakan small claims court, istilah
small claims tribunal digunakan di Singapura, small claims procedure yang
digunakan di Eropa (European Small Court Procedure), maupun special summary
procedure yang digunakan di China. ™
3. Dasar Hukum Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana di Indonesia diatur secara yuridis formal dengan
diundangkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana. Perma ini ditandatangani langsung oleh Ketua Mahkamah
Agung (MA) Muhammad Hatta Ali dan Perma ini berlaku pada saat
diundangkannya pada tanggal 7 Agustus 2015 lewat Berita Negara Republik
Indonesia pada Tahun 2015 Nomor 1172 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang
terdiri dari 9 (Sembilan) Bab dan 33 (tiga puluh tiga) Pasal.

Setelah 4 tahun MA kemudian mengeluarkan peraturan terbaru untuk

memperbarui PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian

3% Benny Riyanto dan Hapsari Tunjung Sekartaji, “Pemberdayaan Gugatan Sederhana
Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana,
Cepat Dan Biaya Ringan”, Jurnal PETITA, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Vol. 1,
2014, hlm. 7
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Gugatan Sederhana dengan PERMA yang baru yaitu PERMA Nomor 4 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diundangkan pada tanggal 20 Agustus
2019. Perubahana ini dilakukan agar dapat mengoptimalkan penyelesaian perkara
perdata yaitu gugatan sederhana yang setiap tahun jumlahnya semakin meningkat
karena respon yang positif dari masyarakat yang mencari keadilan terkhusus pada
sector perbankan yang dimana dapat dilihat pada laman (Website) Direktorat
Jendral Peradilan Umum Mahkamah Agung RL”

Beberapa ketentuan dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 terkait dengan

gugatan sederhana adalah sebagai berikut :

a. Nilai kerugian materiil paling banyak maksimal yaitu Rp.500,000,000,00
(Lima ratus juta rupiah);

b. Penggugat berada pada domisili wilayah hukum yang berbeda dengan
tergugat dapat mengajukan gugatan dengan menunjuk kuasa, kuasa
insidentil, atau wakil intuisi (dengan surat tugas dari institusi penggugat)
yang berada di domisili wilayah hukum yang sama dengan tergugat;

c. Hakim dapat menerapkan atau meletakkan sita jaminan kepada tergugat
atas permohonan dari penggugat sesuai dengan Pasal 227 HIR atau Pasal
261 RBg;

d. Adanya upaya hukum verzet atas putusan verstek;

e. Adanya penetapan jangka waktu dalam aanmaning (teguran) dalam proses

eksekusi.

7 Ibid.,hlm. 15
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Adapun ketentuan terkait kriteria perkara yang dapat diajukan dalam gugatan

sederhana yaitu ;

a.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) perkara wanprestasi atau cidera janji dan/atau
perbuatan melawan hukum dengan ketentuan tuntutan tidak boleh lebih
dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf a perkara yang diajukan tidak sedang
berada dalam yuridiki Pengadilan khusus, seperti Pengadilan Niaga,
Pengadilan Industrial, dll

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf b perkara yang diajukan tidak termasuk
ke dalam sengketa hak atas tanah.

Ketentuan terkait subjek hukum dalam Pasal 4 ayat (1), pihak yang
bersengketa, baik tergugat maupun penggugat tidak boleh lebih dari satu
orang, terkecuali mempunyai kepentingan hukum yang sama. Adapun
ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) tergugat yang tidak diketahui tempat
kediamannya, perkara tersebut tidak dapat diajukan ke dalam gugatan
sederhana.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) para pihak harus berada dalam wilayah
yuridiksi Pengadilan yang sama. Adapun dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3)
huruf a terkait kuasa hukum, penggugat yang berada di wilayah hukum
tergugat, ddengan mengajukan gugatan dengan menunjuk kuasa, kuasa
insidentil atau wakil yang berada pada wilayah hukum tergugat dengan

surat tugas dari institusi penggugat.
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f. Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) para pihak wajib hadir baik dengan kuasa

hukum maupun tanpa kuasa hukum.

Adapun beberapa perkara perdata walaupun sudah memenuhi kriteria diatas
akan tetapi tidak dapat diajukan dalam gugatan sederhana yaitu perbedan pndapat
tekait real property, sengketa dengan objek sengketanya tanah, perkara gugatan
waris, pemgembalian kepemilikian property, klaim terhadap pemerintah,
penganggsuran, upaya dalam merampas dan penegakan hukum, klaim kesalahan
praktek professional, klaim tunjangan perkawinan.

4. Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Perkara gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal yang
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. Tahapan-tahapan dalam penyelesaian
perkara gugatan sederhana dalam PERMA ini masih sama dengan PERMA
Nomor 2 Tahun 2015 yalitu:38

a. Pendaftaran

1) Pendaftaran dilakukan melalui meja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu
Pintu)

2) Penggugat menyerahkan kelengkapan gugatan berupa surat gugatan
dan copy lampiran bukti-bukti yang sudah dilegalisasi serta surat kuasa
(bila menggunakan jasa kuasa hukum)

3) Surat gugatan bisa dibaut sendiri oleh penggugat maupun dengan

mengisi blangko gugatan (yang berisi identitas penggugat dan

3 Risdianto, Op.Cit., him. 39.
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tergugat, penjelasan ringkas duduk perkara, dan tuntutan) yang telah
disediakan di kepaniteraan perdata
4) Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana
berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2019
5) Bila memenuhi syarat maka penggugat membayar biaya pendaftaran
ke bank yang ditentukan (bisa melalui m-Banking atau internet
banking) untuk selanjutnya gugatan sederhana tersebut dicatat dan
diregister dalam register khusus gugatan sederhana
6) Penggugat menerima bukti tanda terima pendaftaran perkara dari
petugas berupa kwitansi SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
b. Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Gugatan Sederhana
Pemeriksaan kelengkapan berkas gugatan sederhana dilakukan oleh
Panitera. Apabila sudah memenuhi syarat-syarat pendaftaran gugatan
sederhana yang berlaku maka gugatan sederhana tersebut dapat dicatat
dalam buku register khusus gugatan sederhana di pengadilan umum. Akan
tetapi jika berkas gugatan sederhana tidak memenuhi syarat-syarat tersebut
maka gugatan sederhana tersebut dikembalikan kepada penggugat atau
kuasanya.
c¢. Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti
Apabila pendaftaran gugatan diterima dan dicatat dalam register khusus
gugatan sederhana, maka berkas gugatan sederhana diteruskan kepada Ketua

Pengadilan Negeri untuk menunjuk Hakim melalui surat penetapan, dalam hal
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ini adalah Hakim tunggal. Langkah selanjutnya adalah penunjukan Panitera
Pengganti serta Jurusita/Jurusita Pengganti oleh Panitera.

Berkas gugatan sederhana tersebut kemudian diserahkan oleh bagian
kepaniteraan perdata kepada Hakim tunggal yang telah ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Negeri.

d. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh Hakim tanpa dihadiri oleh para
pihak. Pemeriksaan pendahuluan menjadi tahapan krusial karena di tahap ini
Hakim berwenang menilai dan kemudian menentukan apakah perkara tersebut
adalah gugatan sederhana atau bukan yang dikenal dengan istilah dismissal
process. Hakim menilai syarat-syarat suatu perkara sebagai kategori perkara
gugatan sederhana apa tidak sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4
PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Selain itu Hakim menentukan sederhana atau
tidaknya pembuktian perkara ini. Apabila Hakim berpendapat bahwa berkas
gugatan penggugat bukanlah gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan
penetapan yang menyatakan bahwa gugatan sederhana tidak berlanjut dan
memerintahkan mencoret gugatan tersebut dari register perkaradan sisa panjar
biaya perkara dikembalikan kepada penggugat atau kuasanya. Atas penetapan
ini tidak ada upaya hukum oleh penggugat.

Apabila Hakim berpendapat bahwa gugatan termasuk dalam gugatan
sederhana, maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu penetapan hari sidang
dan pemanggilan para pihak.

e. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak
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Hakim dalam menentukan hari sidang harus memperhatikan bahwa jangka
waktu pemeriksaan perkara gugatan sederhana adalah 25 (dua puluh lima)
hari sejak hari sidang pertama. Kemudian Hakim memerintahkan
Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melakukan panggilan pertama kepada
pihak penggugat dan tergugata atau kuasanya dengan membuat relaas atau
surat panggilan sidang.
f. Pemeriksaan Sidang dan Upaya Perdamaian Oleh Hakim Selama
Proses Persidangan
Dalam sidang pertama yang dihadiri para pihak, Hakim harus berperan
aktif dalam memberikan penjelasan meliputi:
1) Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara
berimbang kepada para pihak yang berperkara
2) Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk
menyarakan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian diluar
persidangan
3) Menuntun para pihak dalam proses pembuktian
4) Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempu oleh para pihak
Ada beberapa ketentuan terkait dengan kehadiran para pihak baik
penggugat maupun tergugatdi persidangan yang termuat dalam Pasal 13
PERMA Nomor 4 Tahun 2019:
1) Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan

yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur
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2) Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka
dilakukan pemanggilan kedua secara patut
3) Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua secara patut
maka Hakim memutus perkara tersebut secara verstek
4) Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang
berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa
dan diputus secara contradictoir
Di persidangan pertama Hakim harus mengupayakan perdamaian. Perdamaian
disini mengecualikan ketentuan yang diatur oleh Mahkamah Agung mengenai
prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Ini berarti dalam gugatan sederhana
tidak ada upaya mediasi dengan mediator, tetapi Hakim yang menangani
perkara harus aktif mendorong para pihak untuk berdamai. Apabila
perdamaian disepakati para pihak, maka perdamaian dituangkan dalam
Putusan Akta Perdamaian yang mengikat para pihak. Putusan Akta
Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum. Hakim tidak terikat pada
perdamaian yang dibuat oleh para pihak yang dilakukan diluar persidangan
yang tidak dilaporkan kepada Hakim sesuai dengan Pasal 15 Ayat (5) PERMA
Nomor 4 Tahun 2019.
Hakim setidaknya dalam memeriksa perkara disetiap persidangan
menanyakan kepada para pihak apakah telah tercapai kesepakatan diluar
persidangan atau tidak, sekedar mengingatkan kepada para pihak barangkali

mereka lupa menyampaikan kepada Hakim jika memang telah terjadi
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kesepakatan perdamaian. Namun bila upaya perdamaian yang dilakukan oleh
Hakim tidak tercapai pada sidang pertama maka dilanjutkan dengan
pembacaan gugatan dan jawaban atau pembuktian. PERMA Nomor 4 Tahun
2019 ini menetapkan bahwa gugatan sederhana memberikan batasan jangka
waktu pemeriksaan paling lama 25 (dua puluh lima hari) sejak hari pertama
sidang. Dengan jangka waktu yang begitu singkat inilah yang menurut penulis
menjadikan PERMA ini ‘melarang’ para pihak untuk mengajukan tuntutan
provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan karena
proses ini akan memakan waktu yang lama
g. Pembuktian

Persidangan pembuktian apabila pihak tergugat mengakui dalil gugatan
secara bulat maka tidak perlu adanya bukti tambahan, namun terhadap dalil
gugatan  dibantaholeh tergugat maka Hakim melakukan proses
pembuktiankepada para pihak sebagaimana hukum acara yang berlaku
sebagaimana dalam Pasal 18 Ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2019.
Namun meski pihak tergugat sudah mengakui dalil gugatan penggugat secara
bulat, dikarenakan sejak awal bukti-bukti surat yang sudah dilegalisasi harus
dilampirkan dalam berkas surat gugatan sederhana sebagai dalam mengajukan
gugatan sederhana harus melampirkan bukti-bukti surat yang sudah
dilegalisasi, maka bukti-bukti surat tersebut dirasa masih perlu untuk
dipertimbangkan oleh Hakim dalam membuat putusanya.

Ada hal menarik dalam PERMA gugatan sederhana yang baru ini, dimana

sekarang diperbolehkan adanya peletakan sita jaminan yang tercantum dalam
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Pasal 17A° PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Sita Jaminan dilakukan atas
perintah Hakim sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung dan
untuk penyitaan tersebut Hakim membuat surat Penetapan.
h. Putusan

Hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum,
selain itu juga Hakim wajib memberitahukan hak para pihak untuk
mengajukan keberatan atau verzer. Berkaitan dengan putusan dan berita acara
persidangan dalam penyelesaian sengketa gugatan sederhana harus memenuhi
hal-hal sebagai berikut:*

1) Kepala putusan dimulai dengan irah-irah yang berbunyi “Demi

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

2) Di dalam putusan terdapat identitas para pihak

3) Terdapat uraian singkat mengenai duduk perkara

4) Terdapat pertimbangan hukum

5) Adanya amar putusan

Apabila dalam hal pembacaan putusan tersebut para pihak tidak hadir,
maka Hakim memerintahkan pada Jurusita untuk menyampaikan
pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.
Salinan putusan yang diminta oleh para pihak diberikan paling lambat 2 (dua)
hari setelah pembacaan putusan.

Terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana dalam pasal Pasal 20

yang tidak diajukan upaya keberatan sebagaimana dalam Pasal 22 Ayat (1)

% Risdianto, Op.Cit., him. 48
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PERMA Nomor 2 Tahun 2015, maka putusan tersebut berkekuatan hukum
tetap. Putusan yang sudah berkekutan hukum tetap dilaksanakan secara
sukarela oleh para pihak.

5. Upaya Hukum Dalam Gugatan Sederhana

Dalam pembacaan putusan sudah ditegaskan bahwa Hakim wajib
memberitahukan pada para pihak tentang hak para pihak untuk mengajukan
keberatan atau verzet (perlawanan terhadap putusan verstek). Berikut upaya
hukum yang ada dalam gugatan sederhana:*

a. Keberatan

Para pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Hakim diperbolehkan
mengajukan upaya keberatan. Keberatan diajukan lambat 7 (tujuh) hari setelah
tanggal putusan diucapkan atau 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan
disampaikan bilamana ada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan
tersebut.

Permohonan keberatan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan
yang telah ditentukan dalam Pasal 22 Ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015,
maka permohonan keberatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan
dibuatkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan surat
keterangan dari Panitera. Berikut runutan pengajuan permohonan keberatan:*'

1) Pihak pemohon yang mengajukan keberatan mengisi blangko

pemeriksaan keberatan yang yang disediakan di Kepaniteraan Perdata

0 Ibid., him. 49
 1bid.
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2) Pemohon keberatan membayar biaya panjar perkara yang telah
ditentukan (besar kecilnya biaya panjar perkara tergantung dari
banyaknya pihak yang berperkara dan radius tempat tinggal para pihak)

3) Berkas permohonan keberatan diterima dan diperiksa kelengkapanya
oleh Kepaniteraan Perdata dengan disertai memori keberatan

4) Pihak pemohon keberatan menadatangani akta pernyataan keberatan
dihadapan Panitera disertai dengan alasan-alasanya

5) Jurusita menyampaikan pemberitahuan keberatan beserta memori
keberatan kepada pihak termohon keberatan paling lambat 3 (tiga) hari
sejak permohonan keberatan diterima oleh Pengadilan Negeri

6) Pihak termohon keberatan dapat menyampaikan kontra memori paling
lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan disampaikan.

Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk

memeriksa dan memutus upaya keberatan ini adalah Hakim senior, artinya
lebih senior dari Hakim yang memeriksa perkara gugatan sederhana tersebut.
Hakim yang ditunjuk segera memeriksa berkas permohonan keberatan paling
lambat 1 (satu) hari setelah berkas dinyatakan lengkap. Pemeriksaan keberatan
dilakukan hanya atas dasar:**

1) Putusan dan berkas gugatan sederhana

2) Permohonan keberatan, memori Kkeberatan, dan kontra memori
keberatan (jika para pihak memsukkan memori dan kontra memori

keberatan)

2 Ibid., hlm. 50
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3) Tidak ada pemeriksaan tambahan dalam pemeriksaan keberatan ini.

Putusan terhadap upaya keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari
setelah tanggal penetapan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri. Ketentuan
atas isi putusan sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) PERMA
Nomor 4 Tahun 2019 berlaku secara mutatis mutandis (perubahan-perubahan
yang diperlukan atau penting) terhadap isi putusan keberatan.

Pemberitahuan putusan keberatan disampaiakan kepada para pihak paling
lambat 3 (tiga) hari sejak putusan keberatan diucapkan. Putusan keberatan
berkekuatan hukum tetap terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan
putusan dan putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia
upaya hukum banding, kasasi atau Peninjauan Kembali (PK).

Dalam hal pihak yang kalah tidak mematuhi putusan gugatan sederhana
maupun putusan keberatan, maka pihak pemenang dapat mengajukan
permohonan eksekusi yang diatur dalam Pasal 31 Ayat (2a) (2b) (2c¢) (3)
PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan
Negeri. Bila dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 belum adanya penentuan
jangka waktu aanmaning (teguran) sejak diajukanya permohonan eksekusi ke
Ketua Pengadilan Negeri, maka dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 sudah
ada penentuan batas waktu penetapan aanmaning sejak surat permohonan
eksekusi diajukan yaitu 7 (tujuh) hari.

Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan aanmaning (teguran)
kepada pihak tergugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan

eksekusi diterima (setelah mendaftar dan membayar biaya eksekusi sesuai
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ketentuan yang berlaku). Bila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak penetapan
aanmaning tidak ada itikad baik dari tergugat, maka Ketua Pengadilan Negeri
mengeluarkan penetapan tanggal pelaksanaan aanmaning paling lambat 7
(tujuh) hari setelah penetapan aanmaning. Namun ketentuan penetapan
tanggal pelaksanaan aanmaning ini tidak bersifat kaku. Dengan alasan lokasi
geografis daerah yang satu dengan yang lainya berbeda-beda maka Ketua
Pengadilan Negeri dapat menyimpangi ketentuan tersebut, yang artinya Ketua
Pengadilan Negeri diperbolehkan menetapkan tanggal pelaksanaan aanmaning
melebihi 7 (tujuh) hari bila tidak memungkinkan sebagaimana termuat dalam
Pasal 31 Ayat (2c) PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Apabila putusan yang
sudah berkekuatan hukum tetap namun tidak dipatuhi, maka putusan
dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.
Seluruh acara saat berjalannya persidangan dicatat langsung oleh Panitera
Pengganti dalam Berita Acara Persidangan yang ditandatangani oleh Hakim
dan Panitera Pengganti itu sendiri.
b. Verzet
Verzet di diajukan atas dasar adanya putusan verstek, yaitu putusan yang
dibuat oleh Hakim tanpa pernah dihadiri oleh pihak tergugat dari sidang
pertama sampai pembacaan putusan. Mekanisme pengajuan gugatan verzet
pada intinya sama dengan pengajuan keberatan, bedanya hanya dalam
verzet tidak ada aturan mengenai jangka waktu pemeriksaan upaya hukum

verzet
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B. Tinjauan Umum Putusan Hakim
1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim atau yang biasa disebut dengan putusan pengadilan merupakan
sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang
berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-
baiknya.43

Menurut Sudikno Mertokusumo Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang
oleh Hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan
dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara
para pihak.44

Menurut Lilik Mulyadi., Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh
Hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah
melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar
pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam
bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.45

Menurut Soeparmono, Putusan Hakim adalah pernyataan Hakim sebagai
pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberikan
wewenang untuk itu yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk

. 46
menyelesaikan suatu perkara.

> Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta : PT. Rineka Cipta,
2004, hlm. 124.

* Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Jogyakarta : Liberty, 1993,
hlm.174.

# Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter
Pradilan, Bandung : Mandar Maju, 2007, hlm. 127.

46 Soeparmono, Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi, Bandung : Mandar Maju,
2005, hlm. 146.
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2. Asas-asas Putusan Hakim

Asas - asas Putusan Hakim dijelaskan dalam Pasal 1778 HIR, Pasal 189 Rbg
dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan
kehakiman, yaitu :

a. Memuat Dasar Alasan Yang Jelas dan Rinci

Berdasarkan asas ini setiap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim harus
berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup karena putusan yang tidak
memenuhi  ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup
pertimbangan atau onvoldoende gemotiveerd (insuffcient judgement). Alasan-
alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan :
pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan,
Yurisprudensil, atau Doktrin hukum.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970,
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dalam
sekarang dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004,
yang menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-
alasan peraturan perundang-undangan tertentu yang disangkutan dengan
perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tertulis maupun yurisprudensi
atau doktrin hukum. Bahkan menurut Pasal 178 Ayat (1) HIR, Hakim karena
jabatannya atau secara ex offcio, wajib mencukupkan segala cara alasan
hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.

Untuk memenuhi kewajiban itu, pasal 27 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970,

sebagaimana diubah dengan UU No.35 Tahun 1999, sekarang dalam pasal 28
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ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 memerintahkan hakim dalam kedudukannya
sebagai penegak hukum dan keadilan, waajib menggali, mengikuti, dan
memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut
penjelasan pasal ini, hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan
penggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat.47
b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan
Asas kedua, dibahas dalam Pasal 178 Ayat (2) HIR dan Pasal 189 Ayat (2)
RBG. Putusan harus total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap
segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan
memutuskan sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara
mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan
undang—undang.48
c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan
Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang diajukan dalam
gugatan. Larangan ini disebut dengan ultra petitum partium. Asas ini
ditegaskan dalam Pasal 178 Ayat (3) HIR dan Pasal 189 Ayat (3) RBg. pada
asas ini hakim tidak boleh mengabulkan melebihi posita maupun petitum
gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau ultra vires yaitu
bertindak melampaui wewenangnya (beyond the powers of his authority).
Apabila dalam suatu putusan mengandung ultra petitum, maka putusan
tersebut harus dinyatakan cacat (invailid) meskipun hal itu dilakukan Hakim

dengan alasan yang baik (good faith) maupun sesuai dengan kepentingan

ML Yahya Harahap, Op.Cit., hlm. 789.
* Ibid., him. 800.
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umum (public interest). Hal ini mengingat bahwa peradilan perdata semata-
mata hanya sebagai sarana penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak
guna melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa, bukan untuk
kepentingan umum (public interest). R. Soepomo menganggap peradilan
perdata sebagai urusan kedua belah pihak semata-mata, dimana Hakim
bertindak pa\sif.49

Asas tersebut tidak hanya melarang Hakim untuk menjatuhkan putusan
yang mengabulkan melebihi tuntutan, akan tetapi juga melarang Hakim
menjatuhkan putusan yang mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak
diminta dalam tuntutan, karena hal tersebut senyatanya melanggar asas ultra
petitum, sehingga dapat mengakibatkan putusan itu harus dibatalkan pada
tingkat selanjutnya.50
d. Diucapkan dimuka Umum

Prinsip putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk
umum atau di muka umum, ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

“Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum

apabila diucapkan dalam sidang umum.”

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun
1974 yang dikeluarkan pada tanggal 16 September 1974 Mahkamah Agung
menegaskan bahwa prinsip keterbukaan harus dilakukan di dalam ruang

sidang yang berada pada lingkungan gedung pengadilan yang telah ditentukan

Y R. Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta : PT. Pradnya
Paramita, 1994, hlm. 92.
%M. Yahya Harahap, Op.Cit., him. 803.
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untuk itu, bukan diruangan lainnya meskipun masih berada dalam lingkup
gedung pengadilan.51 Karena hal ini merupakan pelanggaran terhadap tata
tertib beracara yang digariskan pada Pasal 121 Ayat (1) HIR. dan Pasal 20
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang
menentukan pengucapan putusan yang dilakukan secara terbuka didalam
sidang pengadilan.

Dalam prinsip keterbukaan tidak terlepas dengan kebebasan mendapatkan
informasi (the freedom of information), dimana setiap orang atau warga
negara berhak untuk memperoleh informasi yang luas dan akurat tentang
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (judicative power) yang tidak lain
daripada pelaksanaan kekuasaan negara dibidang peradilan (judicial power of
the state) dalam menyelesaikan suatu perkara.52
3. Jenis-jenis Putusan Hakim

Putusan Hakim atau biasa disebut dengan putusan pengadilan diatur dalam
Pasal 185 HIR dan Pasal 196 RBg. Hal ini tanpa mengurangi ketentuan lain yag
ikut mengatur mengenai putusan hakim atau putusan pengadilan tersebut, maka
dapat dikemukakan berbagi segi putusan hakim yang diklasifikasikan dalam
beberapa jenis putusan.

a. Putusan Sela

Putusan sela atau putusan yang bersifat sementara yang bukan merupakan
putusana akhir, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 185 Ayat (1) HIR

Tujuan dijatuhkannya putusan sela untuk mempermudah perkara yang akan

U Ibid., him. 805.
52 Ibid., hlm. 806
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dihadapi. Didalam persidangan putusan sela diucapkan secara terpisah
sebelum dijatuhkannya putusan akhir, namun putusan sela tidak dibuat dengan
putusan tersendiri, melainkan hanya ditulis dalam berita acara persidangan.
Sehingga jika pihak yang berperkara menginginkan putusan sela maka hakim
hanya dapat memberikan salinan otentik dari berita acara tersebut dengan
membayar biayanya.53 Dalam teori dan praktiknya, utusan sela dapat
dikualifikasikan dalam beberapa macam putusan, antara lain putusan
preparatoir, putusan interlocutoir, putusan incidenteel, dan putusan
provisioneel, berikut ini adalah penjelasan macam putusan tersebut :
a) Putusan Preparatoir
Putusan preparatoir adalah putusan sebagai akhir yang tanpa ada
pengaruh terhadap pokok perkara atau putusan akhir. Misalnya:
putusan yang untuk menggabungkan dua perkara atau untuk menolak
diundurkannya pemeriksaan saksi, putusan yang memerintahkan pihak
yang diwakili oleh kuasanya untuk datang sendiri.”*
b) Putusan Indterlocutoir
Putusan interlucutioir adalah putusan sela yang dapat mempengaruhi
akan bunyi putusan akhir. Misalnya: pemeriksaan saksi, putusan untuk

mendengar para ahli, pemeriksaan setempat, putusan tentang

33 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung : P.T Citra Aditya
Bakti, 1992, hlm.165.

3 Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Bogor: Ghalia
Indonesia, 2012, him. 231.
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pembebanan pihak, sumpah dan putusan yang memerintahkan salah
satu pihak untuk membuktikan sesuatu.”

¢) Putusan Incidenteel
Putusan Incidenteel adalah putusan yang berhubungan dengan insiden,
yaitu suatu peristiwa atau kejadian yang menghentikan prosedur
peradilan biasa. Misalnya kematian kuasa dari satu pihak, baik tergugat
maupun penggugat, putusan yang membolehkan seseorang ikut serta
dalam perkara voeging, vrijwaring , tusschenkomst. %0

d) Putusan Provisioneel
Putusan provisioneel adalah putusan yang menjawab tuntutan
provisional, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara
diadakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum
putusan akhir dijatukan. Jadi putusan yang disebabkan oleh adanya
hubungan dengan pokok perkara dapat menetapkan suatu tindakan
sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang berperkara.
Misalnya: putusan mengenai gugatan istri terhadap suaminya untuk
memberi biaya penghidupan selama pokok perkara masih berlangsung
dan belum menghasilkan putusan akhir.”’

b. Putusan Akhir
Putusan akhir adalah suatu pernyataan hakim, sebagai pejabat negara yang
diberi wewenang untuk diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk

mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang

55 Ibid.
% Ibid., hlm. 232.
7 Ibid., hlm. 233.
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berperkara dan diajukan kepada pengadilan.” Putusan atau yang lazim disebut

dengan istilah end vonis dapat ditinjau dalam berbagai segi, yaitu :

1) Ditinjau dari sifat putusan

Ditinjau dari sifatnya, putusan Hakim dapat dibedakan menjadi 3 (tiga)

macam sebagai berikut :

a)

b)

Putusan Desclaratoir

Putusan declaratoir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim
dengan amar yang menyatakan atau menegaskan tentang suatu
keadaan atau kedudukan yang sah menurut hukum.35 Dalam
putusan ini dinyatakan hukum tertentu yang dituntut atau
dimohon oleh penggugat atau pemohon ada atau tidak ada,
tanpa mengakui adanya hak atas suatu prestasi tertentu.”
Putusan Constitutief

Putusan constitutiefadalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim
yang amarnya menciptakan suatu keadaan hukum yang baru,37
baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun
yang menimbulkan keadaan hukum baru.*’

Putusan condemnatoir

Putusan condemnatoir adalah putusan yang dijatuhkan oleh
hakim dengan amar yang bersifat menghukum. Bentuk

hukuman dalam perkara perdata berbeda dengan hukuman

% Abdul Manan, Penerapan hukum acara perdata di lingkungan pengadilan agama ,
Jakarta: Kencana, 2008. hlm. 308.
¥ M. Yahya Harahap, Op, Cit., hlm. 876

0 Ibid.
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dalam perkara pidana. Dalam perkara perdata, bentuk
hukumannya berupa kewajiban untuk melaksanakan atau
memenuhi prestasi yang dibebankan kepada pihak yang
teerhukum.  Prestasi yang  dimaksud dapat berupa
memberi,berbuat, atau tidak berbuat.®!
2) Ditinjau dari isi putusan
Ditinjau dari isinya, putusan Hakim dibagi dalam 2 (dua) macam
bentuk permasalahan, yaitu :
a) Dalam aspek kehadiran para pihak
Dalam penyelesaian sengketa di persidangan harus dihadiri oleh
para pihak dan untuk itu para pihak harus dipanggil secara patut.
Tetapi, terkadang meskipun sudah dipanggil secara patut tetap ada
kemungkinan bagi salah satu pihak yang tidak hadir untuk
memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas. Sehingga menurut
Yahya Harahap pihak yang tidak hadir dapat dikatakan telah
melakukan  pengingkaran untuk menghadiri  pemeriksaan
persidangan.62
Untuk mencegah hal tersebut, maka undang-undang
memberikan wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan putusan
seperti Putusan gugur yang dimana pihak penggugat tidak hadir
pada hari siding (Pasal 124 HIR), Putusan verstek yang dimana

pihak tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut (Pasal 125

1 Ibid., him. 877
%2 Ibid., hlm. 873
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Ayat (1) HIR), dan Putusan Contradictoir yang dimana apabila

pada saat putusan para pihak hadir di persidangan akan tetapi pada

sidang-sidang sebelumnya ada salah satu pihak yang tidak pernah

datang dan apabila saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak

hadir di persidangan (Pasal 127 HIR).

b) Dalam penetapan secara pasti hubungan hukum antara para

pihak

Dalam penetapan hubungan hukum antara para pihak dari

penetapan dan penegasan kepastian hukum, maka putusan akhir

dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

i.

1l.

iii.

Menyatakan tidak diterima

Terdapat berbagai cacat formil yang menjadi dasar bagi
hakim untuk menyatakan gugatan tidak diterima.

Menolak gugatan penggugat

Hakim menjatuhkan putusan akhir menolak gugatan
penggugat, apabila penggugat tidak mampu membuktikan
dalil gugatan, disebabkan alat bukti yang diajukan tidak
memenuhi batas minimal pembuktian, atau alat bukti yang
diajukan penggugat dilumpuhkan dengan bukti lawan yang
diajukan tergugat.

Mengabulkan gugatan penggugat

Dalam hal ini hakim dalam menjatuhkan putusannya dan

menguntungkan pihak penggugat serta membebankan
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kewajiban hukum kepada tergugat. Dalam mengabulkan
gugatan, hakim tidak diwajibkan mengabulkan seluruh
gugatan, melaikan dapat mengabulkan sebagian dan menolak
selebihnya atau mengabulkan sebagian dan menyatakan tidak
dapat diterima sebagian yang lain.dalam hal ini pertimbangan

tergantung kepada hakim yang memeriksa setiap perkara.

C. Tinjauan Umum Wanprestasi
1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi menurut Subekti berasal dari bahasa Belanda wanbeneer yang
berarti pengurusan buruk atau wandaad yang berarti perbuatan buruk, jika kedua
istilah ini dikaitkan dengan perikatan, maka wanprestasi dapat terjadi apabila si
berutang (debitur) tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya dalam
perikatan, ia “alpa” atau “lalai” atau “ingkar janji”. Atau juga ia melanggar
perikatan, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh
dilakukannya.63

Wanprestasi timbul akibat kelalaian atau kesalahan pihak debitur yang tidak
dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.64 Debitur
yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak
dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Hal ini senada dengan pendapat J. Satrio bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan

63 Marilang, Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Makasar: Indonesia
Prince, 2017, hlm. 117-118.
64 Nindyo Pramono, Hukum Komersil, Pusat Penerbit UT, Jakarta, 2003, hlm. 2.
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dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana
mestinya.65

Dengan demikian manfaat yang didapat dari keberadaan gugatan sederhana
adalah pertama mempersingkat dan mempercepat prosedur penyelesaian sengketa
di Pengadilan untuk perkara-perkara yang nilai materinya Rp. 500.000.000 (lima
ratus juta rupiah), kedua dapat mengurangi perkara-perkara yang masih dalam
proses penyelesaian serta mengefektifitaskan kinerja peradilan untuk
mempercepat penyelesaian sengketa

Dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai
melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang
dibuat antara kreditur dengan debitur.
2. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Untuk menetepkan apakah seorang debitur itu telah melakukan wanprestasi
dapat diketahui melalui 3 (tiga) keadaan sebagai berikut: 66

a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.

c. Debitur memenubhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya (terlambat).
3. Unsur-unsur Dipenuhinya Wanprestasi

Menurut Amran Suadi dalam bukunya yang berjudul Penyelesaian Sengketa
Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum, unsur-unsr terpenuhinya

wanprestasi adalah:

% Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, Gugatan Sederhana Teori, Praktik, dan
Permasalahannya, Pustaka Dunia, Jakarta, 2017, hlm. 68.

% Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Kaidan dan Hukum,
Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 113-114.
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a. Adanya Unsur Kesalahan.
b. Kesalahan Karena Disengaja.
c. Pernyataan Lalai dan Somasi (Teguran).

4. Akibat Hukum Wanprestasi
Ada beberapa akibat hukum ataupun sanksi yang dapat diberikan kepada

debitur yang melakukan wanprestasi:67

a. Membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur;

Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur
(Pasal 1243 KUHPerdata).

b. Pembatalan perjanjian;

Apabila perikatan itu timbal balik kreditur dapat menuntut pemutusan atau
pembatalan perikatan melalui pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdata).

c. Peralihan risiko;

Perikatan untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak
terjadi wanpresasi (Pasal 1237 Ayat (2) KUHPerdata).

d. Membayar biaya perkara atas tuntutan yang diajukan oleh kreditur;
Debitur wajib membayar biaya perkara atas tuntutan yang diajukan oleh
kreditur kepada debitur jika perkara diproses pada pengadilan umum dan
debitur dinyatakan bersalah.

Selain akibat hukum kepada debitur, kreditur juga dapat melakukan beberapa

hal terhadap debitur yang telah wanprestasi, diantaranya:68

7 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariat Teori dan Praktik, Kencana,
Jakarta, 2017, hlm. 132.

% purwahid Patrik, Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian
dan dari Undang-Undang), Bandung, Mandar Maju, 1994, him. 12.
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a. Tuntutan pembatalan perjanjian;

b. Tuntutan pemenuhan perjanjian;

c. Tuntutan pembatalan kerugian;

d. Tuntutan pembatalan disertai tuntutan ganti kerugian;

e. Tuntutan agar debitur melaksanakan perjanjian disertai ganti rugi.

Dalam hal tuntutan ganti rugi, kreditur dapat meminta ganti kerugian yang
dideritanya kepada debitur akibat kelalainnya sebagaimana yang diatur dalam

Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUHPerdata.

D. Tinjauan Umum Penerapan Hukum
1. Pengertian Penerapan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan
hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat
bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode,
dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang
diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun
sebelumnya.14 Sedangkan Austin menjelaskan bahwa hukum merupakan
peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal
oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.69 Lili Rasjidi dan Wyasa Putra

lebih lanjut menjelaskan bahwa penerapan hukum merupakan proses kelanjutan

%Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, him. 3
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dari proses pembentukan hukum yang meliputi Lembaga, aparatur, saran, dan
prosedur penerapan hukum.”

Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum
itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi
disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum
selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas
untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk
mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

J. F Glastra Van Loon menjelaskan mengenai fungsi dari penerapan hukum di
masyarakat antara lain adalah 7

a. Mentertibtakn masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;

b. Menyelesaikan pertikaian;

c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu

dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut;

d. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka menyesuaikannya

dengan kebutuhan masyarakat; dan

e. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara

merealisasikan fungsi-fungsi di atas.

Sedangkan menurut Soejono Soekanto, Fungsi dari penerapan hukum di
masyarakat antara lain adalah : 72

a. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat;

7 Ibid., him. 223

! Sajtipto Rahardjo, Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung :
Sinar Baru, 2009, hlm. 15

7 Ibid., hlm. 16
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Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin; dan

Sarana penggerak pembangunan.

2. Bentuk-bentuk Penerapan Hukum

Terdapat beberapa bentuk dalam penerapan hukum, antara lain adalah sebagai

berikut :

a.

Penerapan hukum sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan yang
berlaku

Mengenai bentuk penerapan hukum yang sesuai dengan Undang-
Undang/peraturan yang berlaku, merupakan konsep positivisme hukum
oleh Jhon Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya
diterapkan dengan Undang-Undang akan menjamin bahwa setiap individu
dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh
dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan
Negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dalam melaksanakan
keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum
melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada
yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang
telah ditetapkan.73

Penerapan hukum tidak sesuai dengan Undang-Undang/peraturan yang
berlaku

Dalam bentuk penerapan hukum yang tidak sesuai dengan Undang-

Undang/peraturan yang berlaku, merupakan konsep hukum yang progresif

3 Marcellino Lessil, “Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, Pemalsuan Bukti

C1 Rekapan Pada Proses pemilihan legislative”, TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1 No 11,
2022, hlm. 1134
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oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa hukum tidak bisa bekerja sendiri,
hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk dapat menggerakannya.74

Manusia merupakan suatu unikum, sehingga hukum tidak lagi bekerja
seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan
hanya urusan peraturan atau Undang-Undang semata, melainkan juga
mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari
perwujudan hukum.

Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum progresif adalah mengubah secara
cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum,
serta melakukan berbagai terobosan. Hak ini, berarti hukum progresif adalah
serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk
merubah peraturanperaturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna,
terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan

. .75
kesejahteraan manusia.

E. Tinjauan Umum Sita Jaminan
1. Pengertian

Penyitaan berasal dari terminologi beslag (Belanda), dan istilah Indonesia
beslah tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan. Pengertian yang terkandung

di dalamnya ialah 76

* Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum progresif, Jakarta : PT. Kompas, 2006, hlm. 6
> Ibid., him. 7
® M. Yahya Harahap, Op.Cit., him. 282



61

a. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke
dalam keadaan penjagaan (fo take into custody the property of a
defendant).

b. Tindakan paksa penjagaan (custody) itu dilakukan secara resmi (official)
berdasarkan perintah pengadilan atau hakim.

c. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang
disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat
pembayaran atas pelunasan utang debitur atau tergugat, dengan jalan
menjual lelang (excutorial verkoop) barang yang disita tersebut.

d. Penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama proses
pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap, yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.

Penyitaan atau beslag memiliki pengertian sebagai tindakan menempatkan
harta kekayaan tergugat berupa barang yang disengketakan, atau barang yang
akan dijadikan sebagai pelunasan secara paksa ke dalam penjagaan selama
proses pemeriksaan berlangsung yang dilakukan secara resmi atas perintah
Hakim atau pengadilan, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap. Dari pengertian tersebut dapat diketahui hakikat dari adanya
tindakan penyitaan, yaitu: tindakan yang dilakukan secara paksa; penempatan
harta kekayaan tergugat dalam penjagaan; dilakukan atas perintah pengadilan;
dan sampai adanya putusan tetap.

Hukum acara membolehkan dilakukannya tindakan penyitaan terhadap

harta kekayaan debitur atau tergugat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal
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227 jo. Pasal 197 HIR. Penyitaan merupakan tindakan hukum yang bersifat

eksepsional atau istimewa. Berikut letak eksepsional atau istimewa dari

penyitaan :

a.

77

Penyitaan memaksakan kebenaran gugatan.

Tanpa mempedulikan kebenaran dalil gugatan yang diajukan kepada
tergugat, hakim atau pengadilan bertindak memaksakan kepada
tergugat akan kebenaran dalil penggugat sebelum kebenaran itu diuji
dan dinilai berdasarkan fakta-fakta melalui proses pemeriksaan. Sistem
ini dianggap kurang layak (unappropriate) atau unfair karena meskipun
undang- undang membolehkan penyitaan sebelum memeriksa pokok
perkara, sedapat mungkin cara ini dihindari kecuali sedemikian rupa
nyatanya kebenaran dalil gugatan karena di dukung oleh fakta-fakta
yang bersifat prima facie dan objektif, penyitaan pada proses yang
demikian tentunya dapat ditolelir.

Penyitaan membenarkan putusan yang belum dijatuhkan.

Hakim dapat menghukum tergugat berupa tindakan menempatkan harta
kekayaannya dibawah penjagaan, meskipun putusan tentang
kesalahannya belum dijatuhkan, dengan demikian sebelum putusan
diambil dan dijatuhkan tergugat telah dijatuhi hukuman berupa
penyitaan harta sengketa atau harta kekayaan tergugat. Penyitaan pada
tahap proses ini, jauh lebih layak disbanding dengan yang diletakkan

pada tahap awal proses pemeriksaan perkara berjalan, dianggap lebih

" Ibid., him. 283
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objektif dan rasional, karena pengabulan sita yang diberikan telah
memiliki landasan pertimbangan yang lebih memadai. Oleh karena itu,
sistem ini yang tepat direkomendasikan untuk mengabulkan
permohonan sita.

Pelaksanaan tindakan penyitaan tersebut dilakukan setelah adanya penetapan
dari hakim terhadap barang yang disengketakan atau barang yang akan digunakan
sebagai pelunasan hutang agar putusan yang dijatuhkan tidak i/lusoir atau kosong.
Secara materiil perihal penyitaan juga diatur dalam pasal 1131 KUHPerdata,
yaitu:

“Segala barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada

maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur

itu.”

Isi pasal tersebut dikenal sebagai asas sita jaminan umum, sehingga secara
otomatis segala kebendaan milik debitur akan menjadi jaminan untuk pelunasan
hutangnya, namun terbatas kepada barang bergerak dan barang tidak bergerak.

Proses penyelesaian suatu perkara, tidak boleh menimbulkan kerugian kepada
pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara. Pasal 1340 KUH
Perdata menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang
membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara hanya mengikat
kepada para pihak penggugat dan tergugat saja. Sehubungan dengan itu,

pengabulan dan penolakan sita dalam suatu perkara hanya terbatas terhadap
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kekayaan tergugat dan tidak boleh melampaui terhadap harta kekayaan pihak
kcf:tiga.78

Sita Jaminan atau Conservatoir Beslag diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR,
Pasal 261 ayat (1) RBG atau Pasal 720 Rv Menyita barang debitur selama belum
dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut, tujuannya, agar barang tidak
digelapkan atau diasingkan tergugat selama proses pesidangan berlangsung,
sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang dituntut
penggugat dapat terpenuhi dengan jalan menjual barang sitaan itu.

Penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara
hutang-piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi. Dengan diletakkannya sita
pada barang milik tergugat, barang itu tidak dapat dialihkan tergugat kepada pihak
ketiga, sehingga tetap utuh sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila
tergugat tidak memenuhi pembayaran secara sukarela, pelunasan utang atau ganti
rugi itu, diambil secara paksa dari barang sitaan melalui penjualan lelang. Dengan
demikian, tindakan penyitaan barang milik tergugat sebagai debitur bukan untuk
diserahkan dan dimiliki penggugat (Pemohon Sita) tetapi diperuntukkan melunasi
pembayaran utang tergugat kepada penggug.at.79

Sita jaminan juga dapat diterapkan atas tuntutan ganti rugi, baik yang timbul
dari wanprestasi berdasarkan Pasar 1243 jo. Pasal 1247 KUHPerdata dalam
bentuk penggantian biaya, bunga dan keuntungan yang akan diperoleh atau
perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dalam

bentuk ganti rugi materiil dan immaterial.

8 Ibid., him. 299
™ Ibid., hlm. 399
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Sita jaminan juga telah diperluas meliputi sengketa hak milik atas benda tidak
bergerak. Perluasan ini dianggap perlu, karena jika sita jaminan yang diatur dalam
Pasal 227 ayat (1) HIR tidak boleh diterapkan dalam sengketa milik atas barang
tidak bergerak, akan terdapat kekosongan hukum sehingga tidak mungkin
melindungi penggugat atas tindakan tergugat yang beritikad buruk.

Dalam sengketa milik, terbatas atas barang yang disengketakan, kebolehan
meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan tergugat dalam sengketa hak milik
atas benda tidak bergerak hanya terbatas objek barang yang diperkarakan dan
tidak boleh melebihi objek tersebut. Pelanggaran atas prinsip itu dianggap sebagai
penyalahgunaan wewenang (abuse of authority), dan sekaligus merupakan
pelanggaran atas tata tertib beracara, sehingga penyitaan itu dikategorikan sebagai
undue process atau tidak sesuai dengan hukum acara.

2. Ruang Lingkup Objek Sita Jaminan

Objek sita jaminan dalam perkara utang-piutang atau ganti rugi dapat
diterapkan alternatif berikut 81

a. Meliputi seluruh harta kekayaan tergugat, sepanjang utang atau tuntutan

ganti rugi tidak dijamin dengan agunan tertentu. Sepanjang utang atau
tuntutan ganti rugi tidak dijamin dengan agunan tertentu, sita jaminan
dapat diletakkan diatas seluruh harta kekayaan tergugat. Pasal 1131
KUHPerdata jo. Pasal 227 ayat (1) HIR, yang menegaskan segala
kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak,

menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang. Barang debitur

89 Ibid., him. 340
81 Ibid., him. 341
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(tergugat) baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat diletakkan sita

jaminan untuk pembayaran utangnya atas permintaan kreditor

(penggugat). Akan tetapi harus memperhatikan prinsip yang digariskan

Pasal 197 ayat (8) HIR dan Pasal 211 RBG yaitu mendahulukan penyitaan

barang bergerak, kemudian jika barang bergerak tidak mencukupi jumlah

tuntutan diperbolehkan meletakkan sita jaminan terhadap barang tidak
bergerak.

b. Terbatas barang agunan, jika perjanjian utang-piutang dijamin dengan
barang tertentu. Jika perjanjian hutang-piutang dijamin dengan agunan
barang tertentu maka sita jaminan dapat langsung diletakkan diatasnya
meskipun bentuknya barang tidak bergerak, dalam perjanjian kredit yang
dijamin dengan agunan barang tertentu, pada barang itu melekat sifat
spesialis yang memberi hak separatis kepada kreditor, oleh karena itu
prinsif mendahulukan penyitaan barang bergerak disingkirkan oleh
perjanjian kredit yang dijamin dengan agunan.

Terdapat beberapa prinsip pokok sita secara umum yang harus ditaati.
Secara khusus sita memiliki beberapa perbedaan bergantung pada jenis sita
yang diajukan. Namun, berdasarkan bentuknya undang-undang mengenal
beberapa jenis sita, yaitu: sita revindikasi (revindicatoir beslag); sita jaminan
(conservatoir beslag); dan sita eksekusi (executorial beslag). Prinsip-prinsip
pokok tersebut antara lain adalah sebagai berikut :*

a. Sita Berdasarkan Permohonan.

%2 Sujayadi dan Yuniarti, Op.Cit., him. 75, 82-84
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Pasal 226 ayat (1) HIR menyatakan bahwa proses beracara dalam
permohonan pengajuan sita boleh dilakukan secara tertulis maupun
secara lisan. Apabila permohonan penyitaan itu dilakukan secara lisan,
maka permintaan itu dicatat dalam berita acara sidang, dan berdasarkan
permintaan itulah hakim mengeluarkan perintah sita apabila pemohon
dinilai memiliki alasan hukum yang kuat. Permohonan sita dapat
dilakukan secara tertulis (Pasal 227 HIR). Pengajuan sita dengan
format tertulis dilakukan dengan bentuk surat permintaan yang dapat
dilakukan dengan disatukan pada surat gugatan maupun secara terpisah
dengan surat gugatan, yaitu dengan diajukan dalam surat tersendiri
secara terpisah dari pokok perkara. Pada dasarnya permohonan sita
merupakan acara voluntair, yaitu hakim tidak diperkenankan
mengeluarkan penetapan sita tanpa permohonan dari penggugat.

. Permohonan Sita Berdasarkan Persangkaan.

Alasan Penyitaan merupakan tindakan perampasan harta kekayaan dari
kekuasaan tergugat sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum
tetap, sehingga harus benar-benar dilakukan secara cermat dan
berdasarkan alasan yang kuat. Pasal 227 HIR mengatur mengenai
alasan-alasan yang harus dipenuhi sebelum sita dilakukan, yaitu adanya
sangkaan bahwa tergugat akan mengasingkan hartanya selama proses
pemeriksaan perkara berlangsung yang harus ditunjukkan dengan
adanya fakta dan bukti obyektif bahwa tergugat akan mengalihkan

hartanya. Alasan-alasan yang telah diutarakan oleh penggugat akan
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dinilai oleh hakim sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk
menerima maupun menolak alasan sita dengan didasarkan atas bukti-
bukti yang obyektif.

c. Penggugat wajib menunjukkan barang obyek sita.
Pasal 1131 KUHPerdata menegaskan bahwa segala harta kekayaan si
berhutang menjadi jaminan bagi pelunasan hutangnya. Namun hal ini
tidak berarti bahwa semua harta tergugat merupakan obyek sitaan. Pada
proses pengajuan sita, penggugat harus menyebutkan secara definitif
mengenai barang yang menjadi akan menjadi obyek sita.

d. Permintaan dapat diajukan sepanjang pemeriksaan sidang.
Pasal 127 HIR mengatur mengenai permohonan sita yang hanya dapat
dilakukan selama putusan yang berkekuatan hukum tetap belum
dijatuhkan. Hal ini berarti bahwa permohonan sita dapat diajukan di
tengah proses pemeriksaan perkara di Pengadilan berlangsung,
sehingga tidak harus selalu diajukan di awal persidangan.

e. Pengabulan sita berdasarkan pertimbangan obyektif.
Prinsip ini berkaitan dengan prinsip alasan pengajuan sita harus
berdasarkan alasan yang cukup dan obyektif, sehingga alasan
pengabulan sita harus berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
Penggugat harus memberikan alasan bahwa obyek sita terkait erat
dengan pokok perkara, yaitu untuk melindungi kepentingan penggugat
pada saat putusan ditetapkan oleh pengadilan.

f. Larangan penyitaan milik pihak ketiga.
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Penyitaan hanya dibatasi pada barang milik tergugat, tidak
diperkenankan adanya penyitaan terhadap barang milik pihak ketiga,
karena akan merugikan pihak ketiga.

. Penyitaan berdasarkan nilai obyektif dan proporsional berdasarkan
jumlah tuntutan.

Penyitaan yang dilakukan atas barang tergugat untuk melindungi
kepentingan penggugat agar eksekusi putusan dapat dilaksanakan tidak
boleh melebihi nilai dari sengketa. Sehingga sebelum dilakukan
penyitaan harus dilakukan taksiran atas barang yang dimohonkan sita,
penetapan penyitaan adalah berdasarkan nilai obyektif dan proporsional
berdasarkan jumlah tuntutan.

. Mendahulukan penyitaan benda bergerak.

Permohonan sita yang diajukan oleh tergugat harus didahulukan pada
barang-barang bergerak milik tergugat, apabila nilai barang bergerak
tidak mencukupi nilai obyek sengketa, maka permohonan sita dapat
diajukan atas benda tidak bergerak.

Dilarang menyita barang tertentu.

Semua barang milik kreditur atau orang yang berhutang dalam hal ini
adalah tergugat menjadi jaminan bagi pelunasan hutangnya, tetapi ada
benda tertentu yang tidak dapat dikenai sita. Pasal 197 HIR mengatur
lebih lanjut mengenai barang-barang ini, diantaranya adalah bahwa
benda yang menjadi modal dalam melakukan pekerjaan seseorang tidak

dapat dikenai sita.
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Penjagaan sita tidak boleh diberikan kepada penggugat.

Barang yang dikenai sita berada dalam kekuasaan Pengadilan Negeri
yang pelaksanaan sitanya dilakukan oleh seorang juru sita. Penempatan
kekuasaan atas barang tergugat dalam kekuasaan pengadilan
merupakan salah satu cara untuk menghindarkan kemungkinan barang
atau obyek sengketa akan dialihkan kepada pihak ketiga.

Kekuatan mengikat sita sejak diumumkan.

Pengumuman sita kepada pihak ketiga merupakan syarat formil untuk
mendukung keabsahan dan kekuatan sita terhadap pihak ketiga. Pada
sita yang telah dilakukan pendaftaran dan pengumuman maka berlaku
asas publisitas, yaitu apabila pengumuman mengenai sita telah
dilakukan maka pihak ketiga dianggap telah mengetahui bahwa barang
yang disita berada dalam kekuasaan Pengadilan, sehingga segala
macam tindakan pengalihan barang kepada pihak ketiga menjadi batal
demi hukum, hal ini sesuai dengan pengaturan dalam pasal 198 HIR
dan 199 HIR.

Sita penyesuaian.

Terhadap barang milik tergugat hanya dapat diterapkan sita
penyesuaian apabila pada barang yang bersangkutan sebelumnya telah
dikenakan sita jaminan atau sita eksekusi atau sita revindikatoir
sebelumnya. Hal ini adalah untuk melindungi kepentingan pemegang
sita yang pertama, sehingga urutan yang digunakan adalah berdasarkan

tanggal pertama pengenaan sita yang dapat dilihat dari masa
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pendaftaran dan pengumuman. Terhadap barang yang telah diletakkan
agunan juga diberlakukan hal yang serupa. Barang yang telah
diletakkan hak tanggungan, fidusia maupun gadai tidak boleh
diletakkan sita jaminan, namun dapat diletakkan sita penyesuaian. Hal
ini dilakukan untuk kepastian hukum pemegang agunan sebagai
kreditur preferen, dengan diletakkan sita penyesuaian maka pemegang
hak jaminan tetap didahulukan dari pemegang sita penyesuaian.
Apabila ditinjau dari konsep sita jaminan, inti dari sita jaminan adalah
penyitaan oleh pengadilan terhadap hak milik atas benda yang memiliki nilai
ekonomis dari seseorang yang dimohonkan untuk diletakan sita jaminan. Perlu
diingat bahwa tujuan dari diletakkan sita jaminan adalah merupakan jaminan.
Apabila pihak yang dikalahkan tidak dapat membayar ganti rugi, maka terhadap
sesuatu yang diletakkan sita jaminan tersebut merupakan jaminan bagi pihak yang
menang untuk dapat menutup ganti rugi tersebut melalui eksekusi terhadap sita
jaminan tersebut.
3. Tujuan Sita Jaminan
Sita jaminan mengandung arti untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di
kemudian hari atas barang-barang milik tergugat baik yang bergerak maupun yang
tidak bergerak selama proses perkara berlangsung terlebih dahulu disita, atau
dengan kata lain bahwa terhadap barang-barang yang sudah disita tidak dapat
dialihkan, diperjual belikan atau dipindah tangankan kepada orang lain. Ini adalah
menyangkut sita conservatoir (conservatoir beslag). Selain itu bukan hanya

barang-barang tergugat saja yang dapat disita, demikian juga halnya terhadap
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barang bergerak milik penggugat sendiri yang ada dalam kekuasaan tergugat
dapat pula diletakkan sita jaminan. Sita ini dinamakan sita revindicatoir.®

Agar tergugat tidak memindahkan atau membebankan harta kekayaan kepada
pihak ketiga, inilah menjadi salah satu tujuan agar keutuhan barang itu tetap
terjamin nilai dan keberadaannya sampai putusan memperoleh kekuatan hukum
tetap. Apabila tergugat tidak memenuhi pembayaran tidak memenuhi pembayaran
sukarela maka harta kekayaan tergugat yang disita tersebut dijual lelang, dan
harga yang diperoleh dipergunakan untuk membayar utang atau ganti rugi yang
dibebankan kepada tergugat.

Apabila gugatannya tentang sengketa milik atas barang tidak bergerak, sita
jaminan yang diletakkan bertujuan untuk menjamin keutuhan dan keberadaan
barang sehingga terpelihara selama proses pemeriksaan berlangsung, dengan
demikian, pada saat putusan telah berkekuatan hukum tetap, barang tersebut dapat
dieksekusi rill dengan jalan mengosongkan atau membongkar bangunan yang ada
diatasnya serta sekaligus menyerahkannya kepada penggugat. Berdasarkan Pasal
227 Ayat (1) HIR :*

“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi

belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang

mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan
atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan

maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat

%3 David Adrian, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Objek Hak Tanggungan
Dari Upaya Sita Jaminan Oleh Pihak Ketiga”, Lex Privatum, VolL.II No. 1, 2014. him.144

% R. Soeroso, Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBg, dan Yurisprudensi,
Sinar Grafika, 2013, hlm. 223
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permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat
memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang
memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan
menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk
memajukan dan menguatkan gugatannya.”
Dari penjelasan diatas, adapun tujuan dari penyitaan diantaranya adalah sebagai
berikut :¥

Menjaga barang yang disengketakan dengan tujuan utama penyitaan adalah
agar barang harta kekayaan Tergugat tidak dipindahkan kepada orang lain
melalui tindakan jual beli atau penghibahan dan sebagainya yang dapat
memindahkan barang tersebut kepada pihak lain, dan juga agar tidak dibebani
dengan sewa-menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga. Maksudnya untuk
menjaga keutuhan dan keberadaan harta kekayaan Tergugat tetap utuh seperti
semula, selama proses penyelesaian perkara berlangsung agar pada saat
putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, barang yang disengketakan
dapat diserahkan dengan sempurna kepada Penggugat;

Agar gugatan tidak hampa untuk menjaga keutuhan barang, salah satu
tujuan dari sita jaminan adalah agar gugatan Penggugat tidak illusoir atau
tidak hampa pada saat putusan dilaksanakan. Maksudnya adalah apabila
perkara yang disengketakan mengenai tuntutan pembayaran sejumlah uang,
harta yang disita tetap utuh sampai putusan berkekuatan hukum tetap sehingga

apabila Tergugat tetap tidak melaksanakan pemenuhan pembayaran secara

% Dewi Mutyara Dkk, “Tinjauan Hukum Terhadap Permohonan Sita Jaminan Tidak
Proposional Dengan Nilai Objek Perkara (Studi Putusan No. 157/Pdt.G/2015/Pn.Mdn Jo. Nomor
06/Eks/2016/157/Pdt.G/2015/Pn.Mdn)”, JURNALRECTUM, Vol. 4 No. 1, Januari 2022, hlm. 33
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sukarela, pemenuhan dapat diambil dari barang harta kekayaan Tergugat
dengan jalan menjual lelang barang yang disita tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, sita jaminan merupakan salah satu
lembaga dari hukum acara perdata untuk mencapai tujuan dari hukum itu
sendiri, yaitu mencapai adanya kepastian hukum bagi para pihak yang
bersengketa. Dengan adanya lembaga sita jaminan, akan menjamin pihak yang
memenangkan perkara, sehingga pihak tersebut tidak perlu merasa cemas

mengenai tidak dilaksanakan suatu putusan tersebut secara sukarela.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penerapan Sita Jaminan Pada
Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP
Berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019

1. Kasus Posisi

Adapun kasus posisi (kaspos) dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura
Nomor : 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP adalah sebagai berikut :

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal
Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jayapura pada tanggal 28 Juli 2020 dalam  Register = Nomor
49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP, telah mengajukan gugatan, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan hukum antara pihak Penggugat dengan Tergugat I dan
Tergugat 1I didasari dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor:
PK1805B7RG/3415/06/2018 tertanggal 21 Juni 2018. Tergugat I dan
Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum
Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar total Rp.100.000.000,-
(Seratus juta rupiah);

2. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh
Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh bulan) sejak

ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor:
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PK1805B7RG/3415/06/2018 tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp. 2.866.700,-
(Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah

Rupiah) yang disetor setiap bulan;

. Bahwa untuk menjamin pinjamannya, Tergugat I dan Tergugat II

memberikan agunan yaitu berupa BPKB No: F 8193656 dengan bukti
kepemilikan yaitu BPKB No: F8193656 atas nama SRI NURYATI

disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

. Bahwa apabila pinjaman tidak dibayar Setiap Bulannya oleh Tergugat

kepada Penggugat pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan
angsuran bulanan kredit sesuai aturan Bank Indonesia yang
mengakibatkan kredit tersebut Macet, Penggugat berhak untuk menjual
seluruh agunan baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk

melunasi kewajibannya sampai lunas;

. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban /

wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2
Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1805B7RG/3415/06/2018 tanggal 21
Juni 2018. tentang Pembayaran Kredit Bulanan sesuai pehitungan Bank

Indonesia;

. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat II kredit/pinjaman tidak membayar

pinjaman sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak
sebesar Rp. 114,597,102,- (Seratus Empat Belas Juta Lima Ratus
Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Rupiah) dan menjadi kredit

dalam kategori kredit macet.



7.

10.

77

Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet,
Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap
membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana
pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu
Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan
Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke
masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet
tersebut.

Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat
telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik
dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat 1I
sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan
memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat 1 dan Tergugat
I1.

Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II,Penggugat
menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
a. Pokok : Rp. 92,500,000,-

b. Bunga : Rp. 14,012,145,-

c. Rekalkulasi Bunga : Rp. 8,084,957.,-

Total sebesar Rp. 114,597,102,- (Seratus Empat Belas Juta Lima Ratus
Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Rupiah)

Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat 1 dan Tergugat II

tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva
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produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar
tunggakan pokok tersebut sebesar Rp. 114,597,102,- (Seratus Empat Belas
Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Rupiah);
Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas,
Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini berkenanuntuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan
yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar
sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada
Penggugat;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang kredit
secara tunai dan seketika yang terdiri dari hutang pokok, tunggakan pokok,
tunggakan bunga, dan denda Sesuai Pay Off sebesar Rp. 114,597,102,-
(Seratus Empat Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus
Dua Rupiah); untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat
kepada Penggugat;

4. Menyatakan sita jaminan atas harta seluruh kekayaan Tergugat I dan
Tergugat II, baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang Baik yang
sudah diagunkan kepada Penggugat BPKB No: F 8193656 atas nama SRI
NURYATI, yang ada sekarang dan yang akan ada, sebagai pelunasan

pembayaran seluruh kewajiban Tergugat yang timbul karena Perjanjian
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Kredit dan Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1805B7RG/3415/06/2018
tanggal 21 Juni 2018;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan
yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Para Pihak

masing-masing datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan itu berdasarkan ketentuan pasal 15
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, hakim tunggal telah mengupayakan
perdamaian diantara kedua belah pihak akan tetapi sampai dengan batas waktu
yang ditetapkan telah ternyata bahwa para pihak belum menemukan kesepakatan
untuk berdamai, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan
pembacaan surat gugatan Penggugat dan terhadap gugatannya tersebut, Penggugat
tidak mengajukan suatu perubahan terhadap gugatannya dan menyatakan tetap
pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat 1 I
dan Tergugat II telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 26
Agustus2020 yang pada pokoknya Para Tergugat membenarkan adanya hutang
kepada pihak Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang
termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi

bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;
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Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang
diajukan lagi dan mohon putusan;
2. Pertimbangan Hukum Hakim
Pertimbangan Hukum Hakim mengenai penerapan sita jaminan pada Putusan
Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP dijelaskan bahwa
Hakim menyatakan sah terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh
penggugat kepada tergugat, sesuai dengan petitum angka 4 Putusan tersebut yang
berbunyi:
“Menyatakan sita jaminan atas harta seluruh kekayaan Tergugat I dan
Tergugat I, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang Baik yang
sudah diagunkan kepada Penggugat BPKB No: F 8193656 atas nama SRI
NURYATI, yang ada sekarang dan yang akan ada, sebagai pelunasan
pembayaran seluruh kewajiban Tergugat yang timbul karena Perjanjian Kredit
Dan Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1805B7RG/3415/06/2018 tanggal
21 Juni 2018;”.
Penggugat memberikan permohonan kepada Hakim dengan alasan yang
jelas, agar semua pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat 11
dapat dilunasi secara penuh dengan melakukan sita jaminan terhadap harta
benda milik para tergugat sesuai dengan surat pengakuan hutang tersebut.
Menanggapi gugatan tersebut Hakim menimbang dengan melihat bukti-bukti
yang diberikan oleh Penggugat kepada Hakim yaitu bukti P-1 yang berupa

Surat Pengakuan Hutang, membuktikan bahwa adanya hubungan hukum
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antara Penggugat dan para Tergugat, yang dimana Penggugat bertindak

sebagai Kreditur dan para Tergugat bertindak sebagai Debitur.

Menurut penulis berdasarkan teori pertimbangan Hakim dalam asas keadilan,
bahwa berdasarkan duduk perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura
Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP para Tergugat telah melakukan wanprestasi
dengan tidak memenuhi kewajibannya membayar anggusura pinjaman kepada
Penggugat, para Tergugat juga tetap tidak membayar walaupun telah diberikan
surat peringatan yaitu dalam bukti P-9, P-10 dan P-11 yang merupakan surat
peringatan I, II, dan III, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat
sebesar Rp. 114,597,102,- (seratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh
tujuh ribu seratus dua rupiah). Oleh sebab itu pihak Penggugat memiliki hak
untuk mengajukan permohonan kepada Hakim sebagai upaya bagi Penggugat
untuk mendapatkan kembali haknya yang seharusnya. Dalam pertimbangannya
Hakim harus memuat asas keadilan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang
diajukan dalam persidangan dan harus mendengarkan Penggugat serta Tergugat
dalam perkara ini agar putusan yang diberikan tidak merugikan para pihak yang
berperkara, dalam pertimbangan hakim mengenai gugatan yang diajukan oleh
Penggugat kepada Tergugat :

“Menimbang, bahwa mencermati jawaban dari Para Tergugat telah ternyata

bahwa pada pokoknya Para Tergugat tidak membantah perihal adanya

perjanjian kredit diantara kedua belah pihak, disamping itu Para Tergugat juga

mengakui adanya pinjaman/kredit yang belum dilunasi oleh Para Tergugat
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sebesar Rp. 114.597.102 (seratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh

tujuh ribu seratus dua rupiah);”

Kemudian Penggugat memberikan bukti-bukti terkait kerugian yang dialami
oleh Penggugat karena tidakan para Tergugat :

“Menimbang, bahwa berdasakan bukti surat bertanda P-9, P-10 dan P-11 yang

merupakan surat peringatan I, II dan III, telah terbukti Para Tergugat belum

menyelesaian atau belum melunasi kewajiban tunggakannya kepada

Penggugat, lagi pula dengan adanya perkara aquo, maka Hakim berpendapat

bahwa telah terbukti adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para

Tergugat dalam hal tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah

disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang, Nomor

PK1805B7RG/3415/06/2018, tanggal 21 Juni 2018 yang dibuat dihadapan

Notaris Fathiah Helmi, SH;”

Sehingga dapat dilihat bahwa pihak Penggugat mengalami kerugian akibat
dari tindakan wanprestasi dari para Tergugat sehingga Hakim harus memuat asas
keadilan dalam mempertimbangkan dan juga memutuskan perkara ini.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PERMA No.4 Tahun 2019 gugatan sederhana
dapat diajukan hanya dalam perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan
hukum dengan nilai kerugian materil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah). Pada Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor
49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP perkara yang diajukan termasuk dalam cidera janji
yakni Tergugat melaukan wanprestasi dengan tidak memenuhi prestasinya yakni

membayar hutang kepada penggugat sebesar Rp. 114,597,102,- (seratus empat
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belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua rupiah), Berdasarkan
Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan tentang wanprestasi bahwa:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu,

atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini

mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang
ditentukan”.

Menurut penulis berdasarkan teori pertimbangan Hakim dalam asas kepastian
hukum, Berdasarkan duduk perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura
Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat I
dan Tergugat II telah melakukan perjanjian kredit yang dibuktikan dengan Surat
Pengakuan Hutang Nomor: PK1805B7RG/3415/06/2018 tanggal 21 Juni 2018,
oleh sebab itu jika terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak maka pihak yang
dirugikan dapat meminta haknya berdasarkan kepastian hukum yang telah
ditetapkan dalam perjanjian kredit tersebut. Kepastian hukum antara pihak
penggugat dan pihak tergugat berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata :

“semua perjanjain yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi

yang membuatnya“

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP
dalam persidangan para Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan telah di
panggil secara patut. Hakim memutuskan verstek dengan tidak adanya bantahan
dari tergugat maka menyatakan bahwa gugatan dari Penggugat adalah benar dan
tergugat telah memenuhi wanprestasi berdasarkan KUHPerdata dan menghukum

tergugat sesuai dengan gugatan dari Penggugat seluruhnya.
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Putusan verstek adalah suatu putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak
hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap pada
persidangan meskipun pihak tergugat telah dipanggil secara patut. Apabila setelah
putusan verstek pihak tergugat tidak melakukan upaya hukum verzer maka
putusan tersebut dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap, putusan verstek pada
gugatan sederhana dijelaskan pada Pasal 13 ayat (3) PERMA Nomor 4 Tahun
2019:

“Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari siding kedua setelah dipanggil

secara patut maka Hakim memutus perkara tersebut secara verstek”.

Upaya hukum dalam putusan verstek adalah upaya hukum verzet. Upaya
hukum verzet adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tergugat ketika
dijatuhkan putusan verstek yang tidak didahului oleh upaya hukum banding
penggugat, dalam perkara gugatan sederhana tidak ada upaya hukum banding
untuk putusan gugatan sederhana sehingga untuk upaya hukum verzet dijelaskan
dalam Pasal 13 ayat (3a) PERMA Nomor 4 Tahun 2019:

“Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tergugat dapat
mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah
pemberitahuan putusan”.

Selama berjalannya persidangan para Tergugat juga tidak membantah seluruh
isi gugatan dari Penggugat yang dimana berdasarkan Pasal 1925 BW:

“Pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim merupakan suatu bukti yang

sempurna terhadap orang yang memberikannya, baik sendiri maupun degnan

perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”
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Hal tersebut juga telah dibenarkan dlam Pasal 18 ayat (1) PERMA Nomor 4
Tahun 2019 terhadap dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat ,
tidak perlu adanya pembuktian tambahan. Hal ini menjadi dasar hakim untuk
dapat memberikan putusan terhadap perkara tersebut.

Sehingga secara tidak langsung membenarkan seluruh isi gugatan dari
Penggugat terhadap para Tergugat yang mengakibatkan Hakim dapat menerima
dan mengabulkan isi gugatan milik penggugat.

Hakim juga menimbang berdasarkan pada bukti P-9, P-10, dan P-11 yang
merupakan surat peringatan I, II, dan II kepada para Tergugat telah terbukti bahwa
para tergugat melakukan Wanprestasi sehingga Hakim menimbang dan
berpendapat bahwa petitum angka 4 yang menyatakan sita jaminan atas seluruh
kekayaan Tergugat I dan Tergugat II, baik yang bergerak maupun tidak bergerak
yang Baik telah diagunkan kepada Penggugat BPKB No: F 8193656 atas nama
SRI NURYATI, yang ada sekarang dan yang akan ada, sebagai pelunasan
pembayaran seluruh kewajiban Tergugat yang timbul karena Perjanjian Kredit dan
Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1805B7RG/3415/06/2018 tanggal 21 Juni
2018 yang beralasan dan patut untuk dikabulkan.

Menurut penulis berdasarkan teori pertimbangan Hakim dalam asas
pembuktian, Hakim untuk menerapkan sita jaminan telah melihat bukti-bukti yang
diberikan oleh Penggugat agar dapat memperkuat pernyataan dan permohonan sita
jaminan dari Penggugat, permohonan tersebut juga diperkuat dengan para
Tergugat yang tidak membantah semua gugatan dari Penggugat, sehingga Hakim

dapat menerapkan sita jaminan tersebut berdasarkan dengan adanya sangka yang
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beralasan dari Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II, kemudian bukti-
bukti kuat yang menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan Wanprestasi
terhadap Penggugat. Dengan berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menilai dan
menimbang bahwa terdapat alasan yang mendesak dari Penggugat sehingga
permohonan Penggugat dalam penerapan sita jaminan pada atas seluruh harta

kekayaan para Tergugat dapat diterima dan dinyatakan sah dalam persidangan.

B. Penerapan Sita Jaminan Berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019
Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor

49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP

1. Penerapan Sita Jaminan Berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019

PERMA Nomor 4 Tahun 2019 memperbolehkan adanya peletekkan sita
jaminan yang tercantum pada Pasal 17A PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang
berbunyi:

”Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita

jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada

dalam penguasaan tergugat”

Sita jaminan dilakukan atas perintah langsung dari Hakim yang menangani
perkara sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung dan untuk
penyitaan Hakim harus membuat surat penetapan.

Ada 2 (dua) macam sita jaminan berdasarkan HIR dan RBg, yaitu:
a. Sita jaminan barang milik tergugat (conservatoir beslag) yang diatur pada

Pasal 227 HIR dan Pasal 261 RBg
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b. Sita jaminan terhadap barang milik penggugat (Revindicatoir beslag) yang

diatur pada Pasal 226 HIR dan Pasal 260 RBg

Permohonan peletakan sita jaminan yang diajukan oleh penggugat akan

dimusyawarahkan dengan seksama oleh Hakim yang telah ditunjuk oleh ketua

Pengadilan Negeri untuk menangani perkara gugatan sederhana tersebut, apabila

permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan maka Hakim

membuat penetapan sita jaminan. Sita jaminan dilakukan oleh Panitera atau

Jurusita yang disertai oleh 2 (dua) orang pegawai Pengadilan Negeri sebagai pihak

Saksi.

Sebelum permohonan sita jaminan diterima dan diletakan, Hakim wajib

memperhatikan hal-hal berikut:

a.

Penyitaan hanya dilakukan terhadap barang milik tergugat atau barang dalam
hal sita revindicatoir terhadap barang tertentu milik penggugat yang ada
dikuasa tergugat (yang dimaksud dalam surat gugatan), setelah terlebih dahulu
mendengar keterangan pihak tergugat (Pasal 227 Ayat (2) HIR dan Pasal 261
Ayat (2) RBg).

Apabila barang yang disita adalah sebidang tanah dengan atau tanpa rumah,
maka berita acara penyitaan harus didaftarkan sesuai ketentuan dalam Pasal
227 Ayat (3) jo. Pasal 198 HIR / Pasal 261 jo Pasal 213 dan Pasal 214 RBg.
Dalam hal tanah yang telah diletakan sita jaminan sudah terdaftar
(Bersertifikat), penyitaan harus didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional,
namun bila belum terdaftar (belum bersertifikat) maka penyitaan harus

didaftarkan di kelurahan. Apabila tersita melakukan suatu tindakan yang
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bertentangan dengan larangan tersebut maka akibat hukumnya adalah batal
demi hukum

d. Barang yang telah diletakan sita meski jelas adalah milik Penggugat dan disita
secara Recondicatoir, harus tetap dipegang/dikuasai oleh pihak tersita dan
tidak boleh dititipkan kepada pihak Lurah ataupun kepada pihak Penggugat
atau membawa barang itu untuk disimpan di Kantor Pengadilan Negeri.
Apabila telah dilakukan peletakan sita jaminan dan kemudian saat

berlangsungnya persidangan tercapai perdamaian antara pihak penggugat dan

tergugat, maka peletakan sita jaminan tersebut haruslah diangkat.

2. Penerapan Sita Jaminan Pada Putusan Pengadilan Negeri Jayapura
Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP
Berdasarkan dari pertimbangan hukum Hakim pada Putusan Pengadilan

Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP, menjelaskan :
“Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-9, P-10 dan P-11
yang merupakan surat peringatan I, II dan III telah terbukti dipersidangan
bahwa Para Tergugat telah melakukan wansprestasi sehingga Hakim
berpendapat petitum angka 4 (empat) yang menyatakan sita jaminan atas harta
seluruh kekayaan Tergugat I dan Tergugat 1I, baik yang bergerak maupun
tidak bergerak yang Baik yang sudah diagunkan kepada Penggugat BPKB No:
F 8193656 atas nama SRI NURYATI, yang ada sekarang dan yang akan ada,
sebagai pelunasan pembayaran seluruh kewajiban Tergugat yang timbul

karena Perjanjian Kredit dan Surat Pengakuan Hutang Nomor:
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PK1805B7RG/3415/06/2018 tanggal 21 Juni 2018 beralasan dan patut untuk

dikabulkan;”

Dari peletakan sita jaminan pada Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor
49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP, memiliki dasar-dasar yang sesuai dengan peraturan-
peraturan yang mengatur mengenai sita jaminan ini, yaitu Pasal 17a PERMA No.
4 Tahun 2019, Pasal 226 dan Pasal 227 HIR atau Pasal 261 dan Pasal 260 RBg.
Pada Putusan tersebut sita jaminan yang diterapkan adalah sita jaminan terhadap
barang milik tergugat (conservatoir beslag) yang diatur dalam Pasal 227 HIR /
Pasal 261 RBg.

Berdasarkan Teori sita jaminan perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri
Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP objek dalam perkara tersebut sudah
memenuhi kriteria sebagai objek perkara sita jaminan. Adapun perkara dalam
Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP adalah
perkara utang piutang dengan kerugian materil sebesar Rp.114,597,102,- (Seratus
Empat Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Rupiah)
yang berdasarkan dengan adanya tindakan wanprestasi oleh para tergugat. Hal ini
didasarkan pada Pasal 1238 KUHPerdata dan sesuai dengan Pasal 3 Ayat (3)
PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa gugatan sederhana
diajukan terhadap wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan teori sita jaminan menyatakan bahwa sehubungan dengan
masalah penjagaan barang sitaan, tidak ada perbedaan antara barang yang tidak
bergerak dengan barang yang bergerak. Barang apapun jenisnya, barang yang

disita harus tetap berada di tangan pihak tersita (tergugat). Hal ini dikarenakan
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setiap tindakan yang melimpahkan penyerahan penjagaan barang sitaan kepada
penggugat adalah merupakan tindakan eksekusi. Pasal 227 HIR / 261 RBg
menentukan bahwa

"Jika terdapat sangkaan yang beralasan bahwa tergugat akan menggelapkan

atau memindahtangankan barang miliknya dengan maksud akan menjauhkan

barang tersebut dari penggugat, maka atas permohonan penggugat, pengadilan
dapat memerintahkan agar diletakkan sita atas barang tersebut untuk
menjaga/menjamin hak dari si penggugat".

Sepatutnya pihak yang berwenang menilai adanya persangkaan yang beralasan
adalah Hakim dan bukan penggugat. Memang tergugat memiliki hak mengajukan
fakta tentang adanya persangkaan, tetapi kewenangan penilaian akhirnya tetap
terletak di tangan hakim. Secara tegas tentang penjagaan sita atas harta yang tidak
bergerak misalnya tanah tidak ada diatur dalam Undang-Undang. Undang-Undang
hanya mengatur mengenai penjagaan sita atas barang yang bergerak sesuai dengan
ketentuan Pasal 197 Ayat (9) HIR / 212 RBg. Penyitaan atas benda tak bergerak,
tidak boleh mengurangi hak tersita untuk memakai, menguasai dan menikmatinya.
Rumah atau tanah yang disita, tetap berada di bawah penjagaan dan penguasaan
tersita, dan tersita tidak boleh dilarang untuk menguasai, memakai dan
menikmatinya. Yang dilarang ialah untuk menjual atau memindahkannya kepada
orang lain sebagaimana termasuk dalam Pasal 199 HIR / 214 RBg. Dari
penjelasan di atas maka barang sitaan tidak dilarang untuk tetap dikuasai, diusahai
dan dinikmati pihak tersita (tergugat). Sejalan dengan ketentuan itu, Undang-

Undang tidak memperkenankan penyerahan penguasaan atau penjagaan barang
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sitaan benda yang tidak bergerak kepada penggugat. Penyerahan penguasaan atau
penjagaan barang sitaan ke tangan penggugat, berarti hakim telah mengeksekusi
perkara sebelum perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum yang
tetap.

Dalam kasus penyitaan terhadap harta di dalam putusan, penggugat meminta
sita jaminan dengan argumen tersendiri, yaitu agar tergugat dapat melakukan
pelunasan terhadap utang piutang kepada penggugat dan tidak melakukan
wanprestasi atau penggelapan kepada barang yang diangunkan serta
dikhawatirkan adanya upaya para tergugat melepaskan diri dari kewajibannya
untuk membayar ganti kerugian yang diputuskan oleh pengadilan. Sehingga
penerapan sita jaminan pada Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor
49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP ini telah sesuai dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019
tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tepatnya Pasal 17a dan juga

sesuai dengan HIR dan RBg pada Pasal 227 HIR / Pasal 261 RBg.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil pembahasan pada bab terdahulu, maka dapat

diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1.

Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri
Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP mengenai penerapan sita
jaminan berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019, telah sesuai
dengan ketentuan dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019, hal sesuai
dengan pertimbangan hukum Hakim yang menyatakan sah pada
permohonan peletakan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat
terhadap harta seluruh kekayaan Tergugat 1 dan Tergugat II sebagai
pelunasan pembayaran seluruh kewajiban para Tergugat yang timbul
karena Perjanjian Kredit yang tidak dilunasi oleh para Tergugat dengan
jumlah kerugian materiil yang ditanggung oleh Penggugat sebesar
Rp.114,597,102,- (Seratus Empat Belas Juta Lima Ratus Sembilan
Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Rupiah). Kerugian yang dialami
Penggugat dalam putusan tersebut telah sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1)
yang menjelaskan bahwa kerugian materiil paling banyak
Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan Pasal 17A yang
menjelaskan tentang penerapan sita jaminan pada perkara gugatan
sederhana. Hakim juga mempertimbangkan bukti-bukti P-9, P-10, dan

P-11 yang merupakan surat peringatan I, II, dan III kepada para
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Tergugat sehingga Hakim menyatakan para Tergugat melakukan
tindakan Wanprestasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1).
Pertimbangan hukum Hakim juga didasarkan pada tindakan yang tidak
sesuai itikad baik dari para Tergugat karena tidak hadir pada hari
persidangan setelah dipanggil secara patut, sehingga Hakim harus
memutus perkara dengan putusan Verstek. Hal ini sesuai dengan
ketentuan Pasal 13 Ayat (3).

. Penerapan sita jaminan dalam putusan Pengadilan Negeri Jayapura
Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP sudah sesuai berdasarkan PERMA
Nomor 4 Tahun 2019, penerapan sita jaminan pada tersebut sesuai
dengan Pasal 17a PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang mengatur
tentang penerapan sita jaminan dalam perkara gugatan sederhana,
kemudian Pasal 227 HIR / 261 RBg yang mengatur tentang Peletakan
sita jaminan terhadap barang milik tergugat (Consevatoir Beslaag),
bahwa barang yang diletakan sita jaminan pada putusan tersebut telah
memenuhi syarat dalam menerapkan sita jaminan. Permohonan sita
jaminan yang diajukan oleh penggugat kepada para tergugat juga
memiliki sangka yang beralasan karena selama pihak penggugat dan
para tergugat melakukan perjanjian kredit, para tergugat tidak
memenuhi kewajibannya sebagai debitur yang mengakibatkan
penggugat mengajukan gugatan sederhana dan memohon sita jaminan
agar seluruh kerugian milik penggugat dapat dilunasi oleh para

tergugat.



94

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisis di atas, dapat diajukan saran sebagai

berikut:

1.

Diharapkan dalam perkara gugatan sederhana penerapan sita jaminan
dapat lebih dikenalkan kepada masyarakat agar Hakim dapat
mempertimbangkan untuk menerapkan sita jaminan dalam perkara
gugatan sederhana dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat
pencari keadilan agar dapat mengetahui dan memahami bagaimana
prosedur dan apa saja yang diperlukan untuk mengajukan sita jaminan
agar permohonan tersebut dapat diterima dan dinyatakan sah dalam
persidangan juga dapat dilaksanakan sehingga pihak yang berperkara
bisa mendapatkan kembali apa yang menjadi hak mereka.

Agar penerapan sita jaminan dapat diterima dan juga sesuai dengan
PERMA Nomor 4 Tahun 2019, pihak penggugat harus melakukan
konsultasi terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan penerapan
sita jaminan terhadap barang milik tergugat atau barang milik
penggugat yang ada dalam kuasa tergugat, sehingga Hakim dapat
mempertimbangkan untuk menyatakan sah terdahadap permohonan sita
jaminan tersebut. Agar lebih efektif selama jalannya persidangan, pihak
Hakim haruslah mempertanyakan kepada penggugat mengenai
permohonan sita jaminannya sehingga pihak penggugat dapat

memberikan bukti dan alasan hukum yang jelas.
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hahwa untuk mengoptimalian penyelesadan  gugatan
swderbane moks pethu dilakukan  penyempurnian
Pernturan  Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015
tentang Tmta Carn Penyelesaiun Gugstan Sederhana,
khususnya dulum hal nilel gugstan materil, wilsyah
hukum  penggugat  dan  tergugul, | penggunaan
sdministrasl periarn  secarm  clektonile,  verser,  sita
Juminan, dan tate carn chosckusi;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimena
dimalosud dalam haraf 8 dan buruf b, perlu menetagkan
Persturan Mahkamah Agung teatang Perubmhan atas
Peruturan Mahloanah Agung Nomwee 2 Tehun 2015
tentang Tata Cara Penyriessian Gugatan Sederhana;



Mengingan

Roglement op de Burgeriijke Rechtvordering (Stactibiod
Tuhun 1847 Nomer 530

Reglement Tot Repefing Von Net Rechtswesen b De
Oewwestan Puiten Jare En Modura (Stoatsbiad Tahun
1927 Nomor 227),

Het Harmene donesisch Reglement (Staatablad Tabun
1941 Nomor 44);

Undang-Undeng Nomor 14 Tohun 1945 tentang
Mahkamah Agung (Lembaran Negarn Republik Indonesie
Tahun 1985 Nomor 72, Tambmhan Lembaran Negam
Republik Indonesin Nomwor 3316) schaguimana telah
beberapn kall diubah, temakhis dengan Undang Undang
Namor 3 Tahun 2009 teniang Perobabun Kedus atis
Undeng Undung  Nomor |4 Tauhun 1985  wmtang
Mahkamah Agung (Lembamn Negura Repoblik Indanesia
Tabun 2008 Nomer 3, Tambwhan Lonbaran Negara
Republik Indonesis Nomuor 4958),

Undang Undai Nomor 2 Tuhun 1986 tentung Peradilan
Umtm (Lembaran Negars Republie Indonesis Tahun
1686 Nomor 20, Tumbahan Lembaran Negara Repubiih
Indonesin Namor A227) sebugabmana telah beberapa kall
diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomar 49
Tohun 2000 testang Perubahan Keduas wtas Undang:
Undany Nomar 2 Tuhun 1980 tentang Peeadilan Unrum
(lembarsn Negars  Ropublik Indunests Tahun 2000
Nomor 158, Yembehan Lembaran Nogarn Repoblil
Indonesia Nomor S077);

Undang Undang Nomer 7 Tahun 1989 tentang Peradian
Agamsi  (Lemubaran Negara  Republik  Indonesis Tahun
1089 Nomor 49, Tumbahan Lembaran Negura Republik
Iodensesia Noamor 000 sebaguimuna telah beberups lali
diubalt, terakhir dengun UndangUndang Nomor 50
Tubun 2000 wntang Ferubahsn Kedus suies Undong-
Undang Nomor 7 Tebin 1989 wentang Peracilan Agrns
(Lembarss  Negurm  Republie  Indonesia  Tahun 2000



Menetaphan

Qaﬁ

Numer 159, Twmbabun Lenbewn Negars Republi
indonesin Namnur 5078

7. Undung-Undang Nemar 48 Tahun JO06 tentang
Rekisonnn  Kehabiman  (Lombarmn  Megurs  Republie
Indonesis Taliun 2000 Neanor 157, Tumbahan Lombamn
Newarn Repubiin Indonesis Numar 5076

MEMUTURKAN.
PERATURAN MAHEKAMAN AQUNG TENTANG PERUBAHAN
ATAS PEEATUNAN MAHKAMAN AGUNG SOMOR 2 TAHUN
013 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUOATAN
SEDENHANA

Pasal |
Heberupn fpientuan dalam  Peraturan  Mahdamah  Agung
Nomor 3 Tabian 2015 tentang Tats Cars Fenyelesbnn Ougatus
Sedechmnn (Berita Negura Repablle Indooesia Tabun 2015
Nomar | 173), diubah sebagni betikut:

1 Ketertuse anglls 1 Pusal | dlubah, sehinggs Posel 1
berbrinyt schwgul berikur:

Pasal |

1. Ponyelesalon Cuggutan Sedarhune sdalal tate cars
pemerdoann i persidangan  techadap  ugatan
perdaty dergnn silad gugniun materid paking banyak
Rp500.000.000,00 (s rutus Juts napah) yung
dinclowuikan dengan tala cwre dan pembuktuniys
wedertiana.

2 Kebermtun sdalahy upayw hukum terbodap putusan
Halim  dnlam guguian  sederhans  scbagaimana
dlatier dalum perstume il

2 Makim adabals Hrlom tggal

4 M udnlah bari keepa,



2. Ketentuan avat (1) Passl 3 dicbab, sehingga Pasal 3
berbunyi sebagal berikut:

Tusal 3
1) Ougatan wsederhana dinjukan techadap  periars
cidern jamji dan/atau perbustan melawan hudosm
dengan  nilal  gugatan  matertl  paling  banyak
RpS00.000.000,00 (lirnw rates juts rupiah).
() Tidak termasuk dalum gugstan sederbanas adalah:
o porkara  yung  penyclessmn  senghetanys
dilndoukean  melalul  penpadilan kKhusos
sebagaitans  diatur  dl dalam  peraturon
perundang- undangun, ulau
b serugketa hak atas tanal,

3. Di entars ayat (3) dan ayat (1) Pasal 4 disisiplan 1 (satu)
mtmqnlmummnmwntMQ
diubah, sehingga Pasal 4 borbuany! selaga beriioat

Pnanl 4

(1) Pars pibuk dalam gugatan scderhana terdin dan
pengugst dan tergugat yang masing-masing tidak
boleh lebih durd watu, kecuali memiliki kepentingan
hulkaun yang sama.

(3) Terhadap tevgugat yang tiduk diketahul tempat
tinggaliyu, Udak dapat disjukan gugatan sederhana.

(¥ Peogpamt den terguget dalam gugatan sederhana
berdominili di duerah huloam Pengudilan yang sama.

{3u] Dalam hal peagrugat berade di laer wilaysh hakam
wmpat tnggal stau domisili tergugat, penggugat
dalam mengajukan gagatan menunjuk kuasa, kuans
inuidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah
huleums atau dominlll leegugat dengan sumal Tugan
dari institunt penggugit.

“4) Pengeagat dan tergugst wijib menghadin sccam
langwung setiop pormdangsn dengan stau tanpa



Os’

dengun sucnt tuges darl institusi pongguagat.

4. DI antars Pusal 6 dan Pasal 7 disisiphan 1 (satu) pesal,
yukni Pusal 6A sehingga berburyi sebagel berilout!

Pasul 6A
Pengeugnt dan tergugit dapat menggunakan sdministrusi
perkarn di pengedilan secams clektronik sewani dengan
ketentuan poraturan perundang-undangan.

5 Kerenraan syat (3) Pasal 13 diubah, di snters ayat (3) dan
ayat (4) Pasal |3 diswiplan 1 (sati) syst yuknd ayat (al,
dan ditumbahkan | (satu) ayat yuknl syst (51, sehingg
Pasal 13 berbunyl sebagal bertkut:

Pasal 13

(1} Dolam hal penggugat tdak hadir pada hari sidaog
pertamu tanpa alasan yang seh, maka  gugatan
dinyutakan gugns.

@) Dalam hal wergugat tidak hadic pada bari sidung
pertama, ko dilnkukan pemanggilan Kedua secars
patut.

(3) Dalam hal tengugst tidak hadic peda hari sidang
kedun setelah diponggil secars patut maks Hakim
memutus perkara terscbat secar perstek

(Mm;nm-n-bm‘wpdlm
(3], terguaat dapat mengajukan perlawanan (venmet)
dalam  tenggang waktu 7 (rajuh)  hari sctelah
pemberituhunn putusan

(4} Dalam hal tergugat poda harl mdang pertama hadis
dan pada han sidang berikutnya tidik hadir tangps
alanan yong ssh, mala gugstan diperiksa dan
diputis secars contradictonr.



-

(5] Terhmdap putusen scbaguimans dirmiaksud pada ayal
(M) dan ayat [4), tergugst dapet mengajukan
Keberatan,

O antars Pasal 17 dan Pasal 18 disisipian | watu) pasal,
yaknl Penal 17A sehinggu berbunyl sehagal berikut:

Pasal 17A
Dalam proses pemerikssan, Hakim dapat memerntatikan
peletian wita jaminan terhadap bends milik fergugat
dan/atan milik penggligst yung ada dalam pengussann
tergugat.

Ketentuan ayat (1) Pasal |8 diubah, schingga Pasal 18
becbunyi scbagal beriiout:

Prsal 18
(1) Dalil gugatan yung disku securm bulat oleh piluk
tergugat, Udak periu pembuktian tambatun.
(@) Techadap dalil gugatan yung dibantah, Hakem
melakukan pemeriksann pembuktion berdasarian
Hukum Acara yang berlaku,

DI antars ayat (2 dan wynt [3) Pasal 31 dinisiplan 3 (tiga)
uyat yolonl eyer (2a), ayst (2b), dan ayat [2c] sehingin
berbunyt sehagal bertlout:

Pasal 31
{1) Terhadap putussn sebagalmane dimaksud dalam
Paswl 20 yang tidak  digjulcan  keberatan
sehagsimana dimalosd poda Pisal 22 wyat (1), maka
putusen borkekuatan hulam wtap.
(2 Putusan yung sudab berkekuaten hukum tetap
dilaksanakan secarn sukarels,



[24) Ketua  Pengadilan  mengelusrkan  penetapan
aanmaning paling lambat 7 frujub) hari sctelan
menerima sirat permobonan clksekust

m'mmmmwm
gurununing paling lambmt 7 (ngjuh) barl setelsh
penctapan Aanmaning.

(2c) Dl bl kopctinl geografis tertentu pelakoansan
aanumaning tidak dupat dilaknanalon dala waktu 7
ftujub) han, Ketus Pomggadilun dapat menyompang
Ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (Ib).

{3) Delum hal ketentuan pads syt (2) tidak dipatubl,
maks puttsan dilaksanaskan berdosarian ketentuan
hukum scara perdats yong berfaor

Pasal ||
Peratiran Muhkamab Agung ini mulsl berlaku pada tanggnl
diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinyi, memerintahican
peagundangan  Peruturan  Mehlameh  Agung i deruan
mmmmuwmmu

Dutemnphan di Jakarta
pada tanggal & Agustus 2019

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPURLIK IKDOXESIA,

td

MUHAMMAD HATTA ALI



Diundanghan di Jakarts
pieda tanggal 20 Agustus 20149

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPFUBLIK INDONESIA,

ved

WIDODO EKATIAHIANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 42
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HURUM DAN HUMAS
HADAN URUSAN ADMINISTRAS!
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PUTUSAN
Nomor 40PaLG S2020PN Jap
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAMA ESA
Pergadian Negert Jayapura yang memerksa dan mermafus perkara perdata
pada tngkat pertama lebh menabfbhan putisan sebaga berfudt dalam perkara
gugatan sedehana antea

PT. BANK RAXYAT INDONESIA (PERSERD) Thik KANTOR UNIT ABEPURA, yang

diwakdl oleh CYNTHIA E UKTOISEJA SAGITA
ADITIAWAN dan SUMARDI. berdasaran Swat Kuasa
Khusus Nomor B 1220/KC-XVIINADK/D7/2020, tangga! 16
Jui 2020, selaryutnya dsebut sebagal Penggugat;

Lawan

1 BILLY FRANS KREEUW. Termpat tanggad i - Sami 18 JAew 1833, Jers
Ketamn | Lakodtah, Tergot Togge A Sam N 5 Abepura RT 002 RW.000,
Pesenaan  Pegavwal Negen Spil. selarputnya disebat sebaga Tergugat |

2 MIRA IRAWATI SEMBRA, Termpat tanggal Wy - Abepura. 23 Okdoter 1986, Jena
Kelarmin - Pererrpuan, Tempat tihgual - J Sarmi N. 5 Abapura RT 002 RW 008,
Peteqaan  Mengurus Rumah Tangga. seanuinya daebut sebags Tergugat &

Pengadian Neger ersebut.

Setelah membaco berkans persara

Sefeiah mendengar para piak yarg berpekan.
TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengguost dengan surst gugatan Wngoal Jul 2000 yang

dherima dan ddaftrkan < Kepanieraan Pengacian Negen Jayapurs pada targod 28

Jb 2020 calam Regster Nomor 4970 G S20200N Jap, elah mengaakan puoatn

SetRga DoTas

1 Babvas hubungan hukum antars Penggugat dengan Tergugat | dan Tergugas ||
ddasan dengan Sumat Pengaloan Mutarng Nomor: PIIB0SETRG 341 5062018
gl 21 Jury 2018 Terpugat | can Tergugat |l mengaius menenma uang seboga
pinjaman/Kredt Umum Pedessan (Kupedes) dan Penggupat sebesar fotal Rp
100 .000.000.- (Serutus uta rupat ),

2 Batwa pokok prjaman bedhd bungarya harus dibaysr kembal cieh Tergugat
Se02p bulen dalam jangea wakiu 60 (Enam Puluh Dulan ) seak dRancatangannye
Sural Pergahuan Hutarg Nomor PKISESTRGS415062018 tangoe 21 Ay
2018 sebesw Rp 2866 700 - (Dua Juta Delapan Rasus Enam Putih Enam Rbu

3 Bawa untuk mergamin prgsmancya Tergugal | dan Tergugat || memberhun
apunan berupa BPXE No: F 5150855 dengan bukd kepermilhan yasy BPKE No: F

Halavman T 7 A ihmen Aarodate Gogutan Raderhane Mveor 48 S SON00PN Jan

-
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B100055 atas nama SR NURYAT! dsmpan pada Penggugat sampal dengan
prgaman unas.

4  Bawa blamana pinaman Sdak dbayer Setap Bulanrye deh Tergugat depada
Penggugat peda wakly yang ah dietapkan sesus angswran buanan krect
sesual sturan Bank hdonesia mengakibathan  kredt tersebut Macet Penggugat
berhak umuk menual ssiuuh agunan bak dbawah tangan maupon Gmuka
Umam, Urtuk meknas! kewsEbannya sampal Lnas;

5 Batwa Tergugat | dan Tergugat || Ddak mamenuby kewagban / wanprestas | nghar
gy tarera tdak mesksansian ketentuen Pasel 2 Suret Pengakuen Hutarng
Nomor PKIB0SBTRGM 15062018 tangoel 21 Jury 2018 erdang Pembayaran
Kredit Butanan sesua petitungan Bank indonesia

6 Bawa Tepugat | dan Tergugat || kreditpryaman bdak membayar prgsman
sehingge pnaman Tegugat | dan Tegugat | menunggak sebesar Hp
194 597 102 - (Seratus Empat Belas Jusa Lima Ratus Sermtilan Pubh Tuuh Ribu
Sermus Dua Rupan) dan menjach kredt datarm kategorn kreolt macet.

7 Bahwa akbat prgaman Tergugat | can Tesgugat Il mengadi ket macet, Penggugat
harus menangoung Aerugan. rena Pengoupst hans g membayer bungs
SIpanan masyamkal yang menupakan sumber dana prjaman yang dsshikan
kepaca Terguoat | dan Terguoat Il Selan tu Fenggugat hanus membuku biays
pencacangan Mava produktf dan Pengguget drughan karena Scsk bisa
menysutan prjaman g ke masyarakal setesy praman Tegugat | dan
Tergugat Il yang macet lersetut.

& Bawa stas kredit macet Tergugat | dan Tergugat || tersebit Penggugat telah
meiakukan peraghan kepada Tergugat | dan Il secara nan, balk dengan datang
Bngsung ke tempat comasll Tergugst | dan Tergugat || sebagmana Laporan
Kujungen  Nasabahh  (LKN) mapun dengan memberian  suad
peraghanperngatan depada Terguoat | dan Terpugat Il

& Batwa skibal oedt macet mik Tergugat | dan Tergugat Il Penggugal menderta
herugan sebesar Wnggakan pokok dan DUNGS PIrjaman sebesar .

a Pokok : Rp 62 500,000 -

b Bunga: Rp 14,012,145

¢ Rekabudas Bunga - Rp 8.084.957 -

Tota! sebesar Rp 114 567,102 - (Seealus Empat Belas Juta Lima Ratus Semmbian
Puluh Tuun Ribu Serstus Dua Rupah)

10. Bahwa dengan menurggaknya angsuran Tergugat | dan Tegugst || tersetut
mergakbatan Pengougat harus membuku baya cadangan aktva peoduldd
sshinggs Pergguoat dirugian dan membulu Braya ini sebesar Lngoakan pokok

Matavat 2 dan T Pulusen Pwdete Cugelan Seanifans Muney 407 G S2000TWN Jap

r—-
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trsebut sebesar Rp 114507102 - Seoatus Empat Belas Mts Lma Raws
Sembian Puun Tuuh Rby Semtus Dua Rupah )

Berdasarkan segala waan yang telah Peoggugat kemmukakan ol atas
Penggugat rmohon Sepada Maels Hakim yang memerkss dan mengadih perkars iy
bervenanrtuk memangol pars phak yang bemergheta pacs sl pecsdangan yarg
felan dieniban, guna mernerksa, mengadill dan memutushan dengan amar sebage
berut |
1. Menerima dan mengabulian gugatan Penggugat sehunhmys
2 Menyatakary dermi hubum pertuctan Teagugat | adaah Wanprestas: kepada

Penggugat

3 Mengnukum Tergugat | dan Tergugat || untuk membayar hutang ledt secam Lnal
dan sekotia yang terdn dan hutang pokok, Tunggakan pokok, funggakan bunga, can
denda Sesual Pay Off sebesar Rp. 114,557 102 (Semsus Erpat Belas Juta Lirs
Ratus Sembian Pulih Tyun Rbu Semtus Duas Rupahl umiuk pslunasan
pembayann pramaViedt Terguos kepeda Pengugst.

4 Manyatakan st aminan atas harta selundh kekavaan Teegugat | dan Tengugst Il
bak yang bergerak maupun ek bergerak yang Bas yang sudah dagunkan kepada
Pengougal BPYE No. F 5193656 stas nama SRI NURYATI, yang ada sekarang dan
Yorg san ada, Sebagl pelungsan pembayaran seurun kewitan Terguget yang
Sbnd  karena  Pedargan Kred? dan Sut Pergakuan Hutang  Nomor
P 1 B0SB7RGM 1 S062018 tanggal 21 Jurs 2018,

5 Menghukum Tergugat uriuk memtsaryar biaya perkara yang timbut,

Apabda Majels Holom berperncapat en mohon memberian putisan yang
seacs aoira

Menmbang, bahwa pada han sidang yang telah o fentukan, MN
MAsNGMasng datang Menghadap dpe sdangan.

Menimbang, bavwa pada kesempatan fu becdasaran stentuan pasal 15
Pearaturan Mahkamah Agung Rapubilic Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tertang Tata
Can Penyelesaan Gugatan Sederhana halum  Legoal telsh  mengupayakan
perdamaian dantars kadus belah pihak Skan Ban savpal dengan batas wakiy yarg
ditetapkan lelah lfemyats babwa para pihak bebm menenuian kesepahatan Ltk
berdamal sehingga pemerkssan perkara a guo dianjutian dengan pembacaan surat
gugatan Pengpugat dan erhadap gugatarnya lersebut, Perggugat tidak mengapskan
susty pendahan tehadap gugatanma dan men@atkan felap pada  gugatinmya
tersebut.

Menimbang, Sabhwa tethadap gugatan Pengougat tersebut datas, Tergugat |
dan Teguga || lah mengapkan awabanmys secara feriulls tertangoal 20 Agustus

Pt 3 e 7 P\ Parcate Gugatan Sedaciana Moty S9N G S/0000N deww
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2020 yaryg pada pokoknya Para Tesgugat membenarian adanya hutang kepada pihak
Penggugat sebagamana dalam gugatan Penggugat.

Menmbang. Salva untuk monynghkal putusan, maka segala sesuatu yang
fermuiat dalamn berta acara persdangan, danggap iebh st dan men@adi bagan
yang tak terpsahkan dar putusan ni;

Menmbang. batvaa akhmya Penggugat menyatakan Sdak aca hakhal yarng
Glalian g dan mohon puiusar,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menmbang. bahwa macsd dan guan gugstan Penggugst adalah
setagamana furaan datas

Menmbang. Dafwa yang maniadi pokok perscalan dalam perkara o adalan
Pam Tergugat sebagal cetstr Wlah melkian peruatan wanpresias! temadap
pesargan  edt  yaryg  leuang  dalem  Suml Pengakuan  Hueng  Nomor
PK1B0S8 7RG 1S062018 wmngoal 21 Jurs 2018 sebesar Rp. 114.507 102 (seatun
empat Dedas Ut bma ratus sebian DUl tupuh fby seratiue=s dua rupiah)  beekot
bunga dan dendan)ya kepada Penggugat,

Menmbang bafvwa mencermad javaban can Para Tergugat telan Semyats
bahwa pada pokckriya Para Tergugat tidak membantah pennal adarya penanjan kredt
dartara kedua bolah phak dsamping & Pama Tergugat Joa mengakul  adanys
pinamankredt yang belum dlunas oleh Pam Tergugat sebesar Rp 114 557 102
(neratus ernpat belas LSa e ratus serblan puuh figun oy semtua=s dus rupah ),

Menmbang. batwa bivdasarkan bukt P-1 benupa Surat Pengakuan Hutang,
Nomor PR1B0SBTRGG4IS0DGR01E tanggs 21 Juni 20168, Penggupst telah
membuAtian adanya hbungan hukum antara Penggugat dan Pam Tergugal, dmana
Pergouoat bertrcink sebagal kredhur dan Tergugat sebagal debiur,

Menmbang. Dahwa oleh karena pada minye Para Tergugat Scak memdantah
call gugalan Pergpupal, maka berdssadan pasal 1825 BW yang menystakan
FPengahuan yang dbatan dhadaoan Haken menpakan susiu bulll yang sempuna
Intadep orang yang memberkanmya, Dak sendi MBpun dengan peantarasn
SEseonng yang dbedd kuimss Mwsus uniuk iy

Menmbang. bahwa berdasakan buktl surst bedarda P9, P-10 dan P-11 yang
menpokan seal pesrgatan | Il dan 1L telsh lebuld Pars Tesgugat  belum
menyslessan ats belum meuras kewaiban tungoakannya kepads Penggugst, g
pua dergan sdarys perkars oquo, maka Halum beperdopat babwa twhb ferbuks
adanya perbustan warprestasi yang digukan oeh Paa Tergugat dalam hal frfak
mekksanakan kewaibannys sebagamana felah deepaiunt dalamn Surat Pengakuan
Hutang. Nomor PIOIBISETRGOA 15062018, gyl 21 Junt 2018 yang dibuat
dihadapan Notans Fathuah Helms SH

Hammvaw 4 dwr 7 Punsan P Gugman Socectana Nomiy 802 G S0200N lap
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Merwrbing  bahwa oleh avers Pars Teguoat  Sdek  malaksanakan
kewajbamya sebagoimana yang telah deecaiat (dpedarghan). maha Para Terguoat
telah melghukan Wanprestas kepada Perggugat. sefingpa pettum angka 2 (dua) yang
meryatshan ders hukum pertuatan Tergugat adalah Wargrestas! kepada Penggugat
patut untua diabulcar,

Merimbang bahwa selanytya mengens pedtum angks 3 (Sga) agar
menghukum  Teegugat | dan Tergugat il untuk Mmertayar hiang redll secara funs
dan sekethka yang terin dan hutang pokok, RIngGakan pokok, fungpekan bunga, dan
denchh sesua Pay Off sebesar Rp. 114,567 102 - (seratus ermpat belas Ut Ima s
serdian pulth Luh rbu sersds dua rupah) untd pelunasan  pernbayacan
pnamaniredt Tergugat kepada Penggugat.

Merarbang. batwa berdasarkan ketentuan pasal 1243 8y, apatéa salah saty
pihak tdak memenuty sesuats partiatan maka femacap hal i dapat omnhas
pengpantian biaya, kerugian can burga,

Merurbiang bahwa deh karena Para Tergugat telsh terbubd melohukan
Warpresias maka dapafiah dtuniat gar® kenupian dan bungs sedagatnana jumiahnys
akan dpertimbangkan sebagal berft -

- Batwa Para Tergugat telah meliiukan Perdaryian Kredt dengan Penggugat dengan
pokok piyarman sebesar Rp. 100000 000 - (serptus jta npiah) dengsn jangha
waiiy 60 (erarn pullh) Dudan dan tiap bulsnnwe Pam Tegugal wagd membayar
angalran ssbesar R 2 866 700 (dua ats delapan ralus enam puluh eram fibu iguh
ratus rupeah) tag Bularrrys.

- Batwa Para Tegugat tidak membayar pnjaman sehngga paman Para Tergugat
merunggek sebosar 114 567 102« (secatus ermpat bolas uta e ratus sebian
Pukih fujuh 1ibu SEMIRUS GUR TUPN ) CaN menad leedt daiam kategon kredit macet:

- Bahwa dengan demduan Parm Tergugst wigls mendayir 1061 plnjaman pokok dan
bunga sebesar 114,507 102 - (serafus empat befas juta broy rafus sembilan puluh
tuph rbu seratus dua upah) kepads Penggugat

Menimbang, bahwa cleh karena Para Tergugat tfah melabukan wansprestasi
maka Para Tergugal berhewggbion  membayar ssa hutarg kepads Perggupet sebesar
114 567 102 - (veratus ampat belas juta ima ratus sermbian pulh s by seratus dus
rupiah) dtambah dengan bunga, oleh kayenannya pettum angka ) (Sga) patsiah
akabukan

Merwmtang. bahwes beedasarkan Dusd sursl berlanda P-1 berupa Surs
Pengssuan Hutang. Nomor PK180SB7RGM 15062018, tanggal 21 Jurs 2018, yang
dbus! dhadagen Notrs Falsah Meimi SH dssbuan untuk merjamn supaye
praman yarg bermutang kepada Bark cbayar dengan semestnya maka Para
Tergugat atau yang berhutang manyeratian Agunan benpa BPXE Nomor F 2190858

Hulmee 8 des 7 Pofisan Pedaly Ougatun Sacdechena Nostor 4995508 G S20000W Jap
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atas nama SRI NURYAT] sebagaimana tukli P4 dengan heterfuan apabia Para
Torgugat tciak dopat membayw atau melunasi prjaman kepada pihak Bank
(Penggugat) maka Penggugat (phak Bark) berak uniuk menusl Aguran yang o
Jamnkan bak secars di Dawah nGan SMUDUN GMUE UMum;

Mersmbang, bahwa sebagaimana buktl sumt bertanda P9, P-10 dan P11
yarg mevupakan surat perngatan | Il dan (1 telah ferbuld dpersidangan bahwa Para
Torgugat telan melakukan wansprestas: sehingga Hakim berpendapat pettum angka 4
{empat) yang menyatakan Sia jamran alas harta selruh kadayasn Tergugat | dan
Tergupat Il bak yarg besgerak maupun Scdek berperak yang Bak yang sudeh
dlagunkan hepada Penggugat BPYE No: F 8190856 atas nama SRI NURYATL yang
ada sehEang dan yang akan ada sebags pelnasan pembayamn selrub kewastan
Tergupat yang Smbul karena Perargan Kredit dan Sural Pengasuan Hutang Nomor:
PKIS0SBTRGIMIS0G2018 mngoe 21 Juw 2018 berslssan can paddl Lntuk
diabutkan
maka Para Tegugat harusiah diukum unik membayar biaya pedara yang Smbul
Calam perans nl,

Mergngat, Undang-Undang Momor 48 Tatun 2000 fertarg Keluassan
Kehakeman, Undang-undang No. 42 Tahun 2000 Tenteng Peraditn Umumn, Sargeriic
Woook (BW) Peratumn Mahkamah Agung Republi indonesia No. 2 Tahun 2015
Tertang Tata Cam Panyelesaan Gugan Sederhana serta hetertuan penundang-
undangan an yang bersangkuten |

MENGADILI

1. Menerma dan Mengabuban gugatan Perggugat untuk seluntrya

2. Memyatakan oemni hokum perbustan Tergugat | adalah Warprestad kepada
Pnggugar

3 Menghukum Tergugat | can Tergugat B urtuk mermbiaysr huteng kredtt secan unas
dan sehetia yang lerdrl dan hutang pokok, tunggakan pokok, unggakan bunga,
dan denda Sesual Pay Of sebesar Rp. 114,587 102 - (Seratus Empat Belas Juta
Lma Ratus Sermbilan Pulih Tupn Rbu Seratus Dua Rupah) untuk pelunasan
perdayaran prsmaniredit Tergupat kepada Penggugat.

4 Menystakan st jamnan atas harts selunuh kebayaan Tergugat | dan Tergugat Il
bak yang bemerak maupun tidak berperak yang Bak yang sudsh diagunian
pach Penggugat BPKE No: F 8163858 atas nama BRI NURYATI, yang aca
SSMENG dan yang BN S edagE DELNEEEY PEMDayaEn Sl kewajben
Tergugat yang timbul karens Perdanjan Kredit dan Surat Pengakuan Hutang Nomor:
PKIS0SBTRG/ 4 150620 14 tanggal 21 Jun 2018

Habman dart 7 Potvsen Peritots Gogotan Smdevivime Momr 45500 (7 S7220000N Jap
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5. Menghuian Tergupat unhik membaysr blays perkara yang tmbul dalam perkara i
sebesar Rp. 791 000 fupuh st sermibiton pokuhy s by nupah) |

Deméixaniah ciputuskan pada hat Kamm, Srgoal 10 September 2000 olen
kam AMMY WALLY, SHMH setaga Halom Tunggal pada Pengacian Negen
dengan dbanty cleh HENNIS PUSPITA SAR). SH. sebagal Paniera Penggant pada
Pengadian fegen Jayapus dengan tibadn cleh Kuasa Penggugal dan tanpe dhade

Para Tergugat.
Panters Penggant. Hakin Tunggal,
TD 70

HENNIS PUSPITA SAR), SH, JIMMY WALLY, SH.MH
.
e Rp 30000~
Baya ATK R 7S000-
Pargoion -Rp 650000-
e Ry 20000-
MM ‘Rp 4000-
Reodn ‘Bp_ 10000+

At Rp 791.000-  (Tuph mis sermtan pubh sab d napeh)

SALINAN PENETAPAN INI SAH SESUM ASLINYA
DIBERIKAN KEPADA PENGGUGAT
PADA HAR RABU, TANGGAL 08 JULI 2020
PANITERA
PENGADILAN NEGERI KLAS 1A JAYAPURA

DAHLAN. SE. SH
NIP : 19651231 199003 1 001
Perrcan Baye
1. Metera —" ... Rp 800000
2 Upah Tuls e Rp. 350000
3 Baya Leges . .Rp. 1000000
JUMLAM Rp 1250000

(sembilan balas Mbu ma ratus rupiah)

Fratvan Fdan 7 Putisan Paauts Gugatan Sedvimana Nomor #8 G S0 N an
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